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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 
dapat dilihat pada tabel berikut:  
1. Konsonan  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (S/a s/ Es (dengan titik diatas ث
 Jim J Je ج
 (H}a H} Ha (dengan titik dibawah ح
 Kha Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Z/al z/ Zet (dengan titik diatas ر
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es ش
 Syin Sy Es dan ye ظ
 (S}ad S} Es (dengan titik dibawah ص
 (D}ad D} De (dengan titik dibawah ض





 (Z}a Z} Zet (dengan titik dibawah ظ
 ain „ Apostrof terbaik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em و
ٌ Nun N En 
ٔ Wau W We 
ِ Ha H Ha 
 Hamzah „ Apostrof ء
ٖ Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis 
dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 





Tanda Nama Huruf latin Nama 
 Fath}ah A A ا َ
 Kasrah I I ا َ
 D}amah U U ا َ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
anatara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 Fath}ah dan ya> Ai A dan I ى ئَ 
 َٕ  Fath}ah dan wau Au A dan U ى 
 
Contoh: 
ٛ فَ   kaifa : ك 
لَ   ٕ  ْ : haula  
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat 
dan huruf 
Nama Huruf dan 
tanda 
Nama 
َٖ \ا َ  Fath}ah dan alif a> A dan garis diatas 
 َٖ  Kasrah dan ya>‟ i> I dan garis diatas 
 َٔ  D}ammah dan 
wau 





اتَ   ma>ta :  ي 
ي ٗ  <rama :ر 
ٛ مَ   qi>la :ل 
تَ   ٕ  ً  ٚ: yamu>tu 
4. Ta>’marbu>t}ah  
Transliterasi untuk ta>‟marbu>t}ah ada dua, yaitu: 
ta>‟marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan 
d}ammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta>marbu>t}ah yang mati 
atau dapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].  
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>marbut}ah  diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacan kedua kata itu 
terpisah, maka ta>marbu>t}ah  itu ditransliterasikan dengan ha (h).   
Contoh:  
األ ط ف الَ  ةَ  ض   ٔ  raud}ah al-at}fa>l : ر 
ه ة َ ا نف اض  ٚ ُ ةَ  ذ   ً  al-madi>nah al->d}ilah : ا ن 
ة َ  ً ك   al-h}ikmah : ا ن ح 
5. Syaddah (tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d  yang dalam sistem tulisan Arab 





dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 
tanda syaddah.  
Contoh:  
بَُّ ا  <rabbana : ر 
ٛ ُ ا  <najjaina : َ جَّ
كَ   al-h}aqq : ا ن ح 
ىَ   nu‟ima : َ عِّ
 َٔ ذ   aduwwun„ : ع 
Jika huruf ٖ ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului dengan 
huruf kasrah ََ ََّ() maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i> 
Contoh:  
 َٙ ه   (ali>(bukan „aliyy atau  „aly„ : ع 
 َٙ ب  ر   (arabi>(bukan „arabiyy atau „araby„ : ع 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan 
huruf  (alif lam m‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
di transliterasi seperti biasa, al-,  baik ketika ia diikuti oleh huruf 





langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
Contoh: 
صَ   ً  (al-syamsu (bukan asy-syamsu : ا نشَّ
ن ة َ ن س   (al-zalzalah (bukan az-zalzalah : ا ن س 
ف ة َ  al-falsafah  : ا ن ف ه ط 
دَ   al-bila>du : انبَل 
7. Hamzah  
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apotrof („) hanya 
berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila 
hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 
Arab ia berarti Alif.  
Contoh:  
 ٌَ  ٔ ر   ta‟muru>na : ج أ ي 
عَ   ٕ  ‟al-nau : ا ن ُ 
ءَ   ٙ  syai‟un : ش 






8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliteasi adalah kata, 
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 
istilah atau kalimat yang dusah lazim dan menjadi bagian dari 
perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahas 
Indonesia, atau lazim digunakan dalm bahas akademik tertentu, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata Al-qur‟an (dari al-
qur‟an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus si transliterasi 
secara utuh. Contoh:  
Fi> z{ila>l al-qur‟a>n 
Al-sunnah qabl al-tadwi>n  
9. Lafz} al-jala>lah   
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), di 
transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: 
ََّلاَّ َ  ٍ  ٚ   di>null>h : د 





Adapun ta>‟marbu>t}ah diakhir kata yang disandarkan kepada 
lafz} al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
ة ََّلاَّ َ  ً ح  َر   ٙ َف   hum fi> rah}matilla>h : ْ ى 
10. Huruf Kapital  
walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama dir tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf awal dari judul referensi 
yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:  
Wa ma> muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}I‟a linna>si lallaz>I bi bukkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz/I unzila fi>h al-Qur‟a>n 
Nas}i>r al-Di>n alT{u>si> 






Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 
terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 
daftar referensi. Contoh: 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> 
al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad 
Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu/. Zai>d, Nas}r H{a>mid 
















Nama : Astuti.L 
Nim : 90100116072 
Judul : Implmentasi profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah Di Kecamatan         
Anggeraja Kabupaten Enrekang. 
Skripsi ini berjudul Implementasi profit and loss sharing berbasis al-adl 
dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan 
Anggeraja Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan 
pembagian profit and loss sharing berbasis al-adl kerjasama pertanian dalam 
meningkatkan kesejahteraan petani. Teknik penelitian yang digunakan peneliti 
dalam penelitian ini adalah kulitatif dengan pendekatan fenomenologi. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, 
Pemilik lahan, Penggarap lahan. Adapun analisis yang digunakan dalam analisis 
data yakni, reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: penerapan profit and loss sharing 
berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di 
Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang  dilakukan antara pemilik lahan 
dengn penggarap menurut kebiasaan masyarakat setempat hanya secara lisan 
(tidak tertulis) tanpa saksi atas unsur kepercayaan sedangkan waktu berakhirnya 
perjanjian tidak disebutkan pada saat akad. Ketentuan dalam fiqih muamalah 
bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya agar kedua 
belah pihak tidak ada yang dirugikan.. Presentase hasil sudah di tentukan pada 
saat akad sesuai kontribusi kedua belah pihak, Namun apabila terjadi gagal panen 
maka akan ditanggung kedua belah pihak. Penerapan Al-adl dalam perjanjian 
kerjasama bagi hasil berdasarkan hak dan kewajiban. Antara pemilik lahan dan 
penggarap menerapkan keadilan dalam bermuamalah dengan menjalankan 
kewajibannya sehingga memperoleh hak berupa hasil sesuai dengan presentase 
yang telah disepakati. Sehingga dirasa aspek keadian ini telah sesuai. Selain itu 
hasil kerjasama pertanian bawang merah telah memberikan banyak manfaat bagi 
kesejahteraan petani. Pendapatan yang di peroleh dapat memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan sampai pada pemenuhan kebutuhan 
tempat tinggal.  
 






A. Latar Belakang  
 
Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif yang memberikan 
pedoman hidup yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan manusia baik 
dalam bidang aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah dalam kegiatan ekonomi 
seperti melakukan sebuah perjanjian.
1
 Perekonomian yang berbasis pada nilai-
nilai dan prinsip syariah semestinya diterapkan secara utuh dan total dalam segala 
aspek kehidupan dan aktivitas transaksi antar umat. Sebagaimana dalam Firman 
Allah Swt QS Al-Baqarah: 2/208 : 
   َ َ َ  َََ   ََ َ َ   ََ
  َ ََ  َََ 
َ
Terjemahannya:  
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara 
menyeluruh, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”
2
 
 Ayat diatas menegaskan bahwa apabila ajaran Islam diterapkan secara 
parsial maka umat Islam akan mengalami kerugian didunia maupun diakhirat. 
Sebab jika ajaran Islam diwujudkan hanya dalam bentuk ritualisme ibadah semata 
sementara bidang lainnya seperti ekonomi, politik, perbankan masih kurang 
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diterapkan, maka umat Islam telah mengubur ajaran Islam dengan tangannya 
sendiri. 
 Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa 
yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis, iklim tropis menjadikan lahan 
pertanian menjadi subur sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris 
dimana pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting 
dalam pembangunan ekonomi baik kontribusi negara maupun kontribusi dunia.
3
 
Lahan pertanian yang subur menyebabkan sebagian besar penduduk bekerja dan 
menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian seperti pada daerah pedesaan 
yang hampir semua penduduknya berprofesi sebagai petani.
4
 Data BPS juga 
menunjukkan jumlah keluarga tani di Indonesia sekitar 26,13 juta jiwa.
5
 
 Pertanian di Indonesia merupakan sektor yang sangat berperan sebagai 
sumber penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga dan 
sumber devisa bagi negara. Holtikultura merupakan salah satu sektor yang 
memberikan kontribusi PDB. Dimana rata-rata PDB subsektor holtikultura selama 
lima tahun terakhir (2012-2017) yaitu sebesar 123.514.04 miliar rupiah (BPS 
2017).
6
 Bawang merah sebagai tanaman holtikultural yang menjadi salah satu 
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komoditas utama yang ditetapkan oleh kementerian pertanian dimana memiliki 
pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.  
 Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Holtikultura (DJH) 
mengemukakan bahwa produksi bawang merah di Indonesia dari tahun ke tahun 
selalu mengalami peningkatan yaitu sampai 1.010.773,00 ton (bps 2013). Seiring 
dengan hal tersebut kebutuhan bawang merah di Indonesia sebagai penyedap 
masakan mengalami peningkatan.
7
 Namun besarnya jumlah penduduk  yang 
menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat petani masih tinggi, Pertambahan 
jumlah penduduk di Indonesia sangat mempengaruhi sektor lahan dimana jumlah 
lahan terus menyusut.
8
  Lahan-lahan pertanian yang awalnya sebagai tempat untuk 
bercocok tanam berubah menjadi area pemukiman masyarakat.
9
 Hal tersebut 




  Kerjasama pertanian dalam Islam disebut dengan tiga istilah yakni 
muzara‟ah, mudharabah dan musaqah.
11
 Musaqah berasal dari kata as-saqa. Kata 
as-saqa digunakan karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saqi 
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(penyiraman), maksudnya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang dimana 
tanaman sudah ada. Tetapi memerlukan tenaga penggarap untuk merawat.
12
 
Muzara‟ah merupakan suatu akad perjanjian kerja sama pada pengolahan lahan 
pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik 
lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan 
dipelihara dengan kesepakatan imbalan dari hasil setelah panen.
13
 Dalam sistem 
seperti ini benih dan lahan disediakan oleh pemilik lahan dan si penggarap hanya 
bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.
14
 Sistem muzara‟ah mengacu 
pada prinsip profit and loss sharing sistem dimana hasil akhir yang menjadi 
patokan, jika pertaniannya mengalami keuntungan maka hasilnya akan dibagi dua 
namun, begitupun sebaliknya jika pertanian tersebut terjadi kerugian maka akan 
ditanggung kedua pihak.
15
     
  Pertanian merupakan suatu pekerjaaan yang diperbolehkan dalam Islam 
sebab kerjasama pertanian dapat memberikan hasil dan manfaat yang besar. Hal 
tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. An-An‟am:6/99: 
 َ َ ََ  َ َ   َ َ َ َ َ   َ َ
  َ َ  َ  َ   َ َ  ََ ََ  َ  ََ
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َ   َ   َ  ََ ََ   ََ َ ََ   ََ
ََ َ  ََ َََََ
Terjemahannya:  
 Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan 
dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari 
tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma 
mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan 
(kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 
serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan 
(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian 




Kesejahteraan merupakan aspek penting dari kualitas hidup manusia. 
Peningkatan kualitas hidup manusia berkaitan dengan meningkatknya 
kesejahteraan keluarga.
17
 Kesejahteraan dapat di ukur dari terpenuhinya standar 
kebutuhan, seperti kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, 
pendidikan, dan spiritual. Manusia adalah makhluk sosial dalam upaya memenuhi 
kebutuhan hidupnya manusia tidak akan mampu menyelesaikan atau memperoleh 
tanpa bantuan orang lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
seseorang menbutuhkan mitra dalam melakukan sesuatu salah satunya kerjasama 
pertanian dimana seseorang yang memiliki lahan dan modal namun tidak 
memiliki keahlian untuk mengolah lahan sendiri sehingga membutuhkan orang 
lain untuk menggarap lahan tersebut agar dapat menghasilkan.
18
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   Kerjasama perjanjian pengolahan lahan pertanian biasanya dilakukan 
oleh masyarakat di pedesaan pada umumnya, hal tersebut dilatarbelakangi 
minimnya lapangan kerja serta keahlian lain selain menjadi seorang petani serta 
didukung oleh  lahan pertanian yang cukup luas, disamping itu kerjasama tersebut 
dilakukan atas kemauan kedua pihak pemilik lahan dan penggarap dimana bentuk 
kerjasama seperti ini selain memberikan keuntungan kedua pihak juga untuk 
mempererat tali persaudaraan dan tolong menolong diantara mereka, sehingga 
dalam Islam menganjurkan bentuk kerja sama seperti ini.
19
 Walaupun di Indonesia 
istilah bagi hasil dalam bidang pertanian memiliki nama yang berbeda-beda pada 
setiap daerah namun bagi hasil ialah hukum atau kebiasaan masyarakat setempat 
yang bertujuan menolong sesame masyarakat.
20
 Selain itu dengan adanya 
kerjasama tersebut penggarap  lahan dapat memperoleh penghasilan sehingga 
dapat memberikan nafkah bagi kelangsungan hidup keluarganya yang akhirnya 
dapat mencapai kesejahteraan. 
Bawang merah merupakan tanaman yang banyak diusahakan oleh 
masyarakat petani di Kabupaten Enrekang Kec Anggeraja. Data BPS (2018) 
Dinas pertanian dan perkebunan juga menunjukkan bahwa luas lahan pertanian 
Kabupaten Enrekang khususnya kecamatan Anggeraja dengan jenis tanaman 
bawang merah ialah 7.612 Ha dengan jumlah produksi mencapai 837.300.
21
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Perjanjian kerjasama pengolahan lahan pertanian bawang merah di 
Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dilakukan antara pihak pemilik lahan 
dan penggarap lahan yang pada umumnya dilakukan mengikuti kebiasaan yang 
telah ada dalam masyarakat dengan perjanjian secara lisan adapun pembagian 
hasil sesuai kebiasaan  masyarakat petani, dimana dalam pembagian keuntungan 
dari kerjasama lahan pertanian diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik 
lahan dan penggarap dengan presentase yang sudah turun temurun digunakan, 
presentase bagi hasil tersebut di sepakati pada saat akad. 
Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang 
kerjasama bagi hasil pertanian yang seperti itu tentunya sangat tidak 
memungkinkan sebab kemungkinan besar terjadi diskriminasi dari pihak pemilik 
lahan terhadap pihak penggarap yang berada di posisi lemah karena sangat 
tergantung kepada pemilik lahan dimana tidak dapat menuntut karena tidak 
adanya bukti yang kuat. Begitupun sebaliknya apabila terjadi manipulasi yang 
bisa dilakukan penggarap. Selain itu kebiasaan masayarakat petani Kecamatan 
Anggeraja melakukan kerjasama bagi hasil tanpa menetapkan batas waktu 
perjanjian, perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa saksi dalam 
pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqih muamalat bahwa setiap melakukan 
perjanjian harus menetapkan batas waktu dan hendaklah dituliskan untuk 
menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Sementara seperti yang 
diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Anggeraja 
menggantungkan hidupnya pada kerjasama pertanian  yang melibatkan penggarap 




keadilan, kejujuran dan kepercayaan untuk peningkatan kualitas hidup kedua 
belah pihak. 
 Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik dengan mengambil judul 
“Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-Adl Dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah Di Kecamatan 
Anggeraja Kabupaten Enrekang”. 
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
 Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi kepada penelitian yang 
akan dilakukan agar kedepannya dapat meringankan bagi peneliti sebelum turun 
atau melakukan sebuah observasi atau pengamatan serta memberi batasan agar 
penelitian yang dilakukan tepat sasaran sesuai dengan judul dan yang diharapkan 
penulis. Penelitian ini dilakukan dengan titik fokus pada penerapam bagi hasil 
profit and loss sharing berbasis Al-Adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani. 
 Untuk menyusun dan menganalisa yang akan ditulis oleh peneliti, maka 
peneliti perlu mengemukakan deskrpsi focus yang berkaitan dengan implementasi 
profit and loss sharing berbasis Al-adl dalam meningatkan kesejahteraan petani. 
Melakukan perjanjian dalam ajaran Islam diatur sedemikian rupa, salah satu 
perjanjian yang sering dilakukan dalam kegiatan ekonomi baik dalam bisnis 
ataupun kegiatan kerjasama lahan pertanian adalah perjanjian profit and loss 
sharing. Dimana dalam perjanjian tersebut dilakukan antara dua pihak dengan 
kesepakatan pembagian untung dan rugi setelah adanya hasil dari sesuatu yang 




menggunakan sistem profit and loss sharing sangat membantu masyarakat yang 
ingin bercocok tanam dan memiliki keahlian namun tidak mempunyai lahan serta 
masyarakat yang memiliki lahan namun tidak mempunyai keahlian untuk 
mengolah sehingga besar kemungkinan akan terjadi peningkatan kesejahteraan 
terhadap masyarakat khususnya para petani. 
 Profit and loss sharing atau pembagian untung dan rugi merupakan 
sebuah perjanjian kontrak antara dua belah pihak dimana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi. Seperti halnya perjajian kerjasama lahan pertanian antara 
pemilik lahan dan penggarap lahan dimana pemilik lahan memberikan modal dan 
penggarap memberikan tenaga, keahlian dan waktu.  
 Al-Adl (keadilan) sebagai istilah yang berarti kesetaraan atau 
keseimbangan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Asas 
keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan  yang memperlihatkan tolong 
menolong, kasih sayang dan tanggung jawab antar sesama. 
 Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup 
masyarakat. Untuk mengukur kesejahteraan dapat diukur dari beberapa indicator. 
Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran sehingga masayarakat tersebut 
bisa dikatakan sejahtera atau tidak. Indikator kesejahteraan meliputi : 1) 
Pendapatan dimana pendapatan adalah penghasilan yang di peroleh dari suatu 
usaha tertentu yang biasanya akan dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi, 
kesehatan maupun pendidikan. 2) Konsumsi pengeluaran, pola konsumsi 




pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran dalam 
keluarga dapat menjadi gambaran kesejahteraan terhadap keluarga tersebut. 3) 
pendidikan. 4) Perumahan Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Dikatakan 
perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat belindung yang mempunyai 
dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang bisa dikatakan sejahtera 
adalah memiliki luas 10m. Dengan status kepemilikan milik pribadi. 5) Kesehatan 
jadi kesehatan adalah kesejahteraan dari tubuh indicator kesehatan diantaranya 
kemampuan dalam pemenuhan pangan dinyatakan dengan kebutuhan gizi 
minimum, sandang yaitu untuk keperluan pakaian, sandal dll, kesehatan dalam hal 
penyediaan ongkos untuk biaya ke dokter,perawatan dan obat-obatan 
  Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur berdasarkan 
nilai ekonomi saja, akan tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai 
sosial. Sehingga kesejahteraan dalam Islam mempunyai konsep yang lebih 
mendalam. 
Tabel 1.1 
Fokus penelitian dan Deskripsi fokus 
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Profit and Loss Sharing - Kerjasama dua belah pihak 
- Pembagian untung dan rugi 
2. Konsep Al-Adl 
(Keadilan) 
- - Hak-hak 
- - Kewajiban 




- Akad mudharabah 
- Akad Muzara‟ah 
4. Konsep Kesejahteraan - Tingkat pendapatan 
- Kesehatan 
- Tingkat pendidikan 
- Tingkat perumahan 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan profit and loss sharing yang digunakan petani 
bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 
2. Bagaimana  profit and loss sharing dalam konsep Al-adl yang digunakan 
petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ? 
3. Bagaimana profit and loss sharing dalam meningkatkan kesejahteraan 
petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 
D. Kajian Pustaka 
  Kajian mengenai penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat 
bermanfaat yang kemudian akan dijadikan perbandingan atau sebagai bahan acuan 
yang memberikan gambaran terhadap hasil penelitian terdahulu Mengenai sistem 
bagi hasil. Hal tersebut diangap sebagai langkah untuk mengkaji penelitian yang 
telah dilakukan sebelumnya yang kemudian di jadikan referensi dalam penulisan 
karya tulis ilmiah oleh si penulis, selain itu dari pengkajian ini dapat diketahui 
bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian 




 Untuk bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan rencana penelitian yang akan di tempuh penulis. 
1. Achamd Otong Busthomi, dkk dalam jurnal Akad muzara‟ah pertanian 
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Akad muzara‟ah pertanian padi di desa Gebang 
Kulon Cirebon dengan istilah maro. Dalam kesepakatan tersebut bagi 
hasil dilakukan dengan rasio 1/2. Hasil tersebut dibagi rata antara pemilik 
dan penggarap dengan lahan, bibit, pupuk, dan biaya prouksi berasal dari 
pemilik lahan. Sedangkan alat, tenaga dan biaya operasional penggarapan 
mengikuti petani penggarap. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah 
pelaksanaan kerjasama tersebut sudah sesuai dengan Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 
ekonomi syariah. Hal itu dilihat berdasarkan rukun dan syarat yang di 
terapkan kedua pihak yang melakukan kerjasama.
22
  
 Adapun persamaan dari penelitian tersebut yaitu membahas 
mengenai kerjasama pertanian, namun terdapat perbedaan dimana 
penelitian selanjutnya mengkaitkan bagaimana penerapan profit and loss 
sharing berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani. 
2. Dahrum dan Rahmawati Muin dalam jurnal penerapan sistem muzara‟ah 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Palampang 
kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Penerapan sistem muzara‟ah yang dilakukan 
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masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 
Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam 
islam, namun mereka hanya memakai kebiasaan adat setempat dimana 
mereka tidak menentukan jangka aktu berlakunya akad muzara‟ah serta 
pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen 
terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak..
23
 Adapun 
persamaan penelitian yaitu membahas dan meneliti tentang kerjasama 
pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan, Sedangkan perbedaan 
penelitian dimana peneliti sebelumnya hanya meneliti tentang muzara‟ah 
dalam meningkatkan kesejahteraan dan peneiti selanjutnya  akan meneliti 
penerapan profit and loss sharing berbasis al-adl dalam meningkatkan 
kesejahteraan petani. 
3. Muhammad Rafly, dalam jurnal “Muzara‟ah (perjanjian bercocok tanam) 
lahan pertanian menurut kajian hukum Islam” mengemukakan bahwa 
pelaksanaan muzara‟ah di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun 
tidak sesuai dengan perjanjian bahwa apabila panen gagal, pembagian 
bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang 
telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua 
dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen mengalami 
kegagalan total, pemilik tanah memberikan semua hasil panen ke 
penggarap sawah karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit. Dalam hal 
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inilah yang menyalahi aturan perjanjian, ketika terjadi kerugian atau 
resiko ditanggung bersama-sama.
24
  Adapun persamaan penelitian yaitu 
sama-sama membahas mengenai kerja sama pada lahan pertanian dengan 
menggunakan akad muzara‟ah, Namun disamping itu terdapat perbedaan 
dari penelitian  dimana peneliti selanjutnya akan mengembangkan 
penelitian tentang kerja sama dalam pertanian yang dengan penerapan 
profit and loss sharing berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan 
petani. 
4. Unggul Priyadi dkk dalam jurnal dengan judul Pelaksanaan perjanjian 
bagi hasil pertanian lahan sawah studi kasus di kecamatan Gamping 
Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian mengemukakan bahwa 
Perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping secara umum 
dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak 
dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka 
waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil 
ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang 
digunakan secara umum adalah “maro” (½ bagian untuk penggarap dan 
½ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung 
sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila 
terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. 
Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping 
belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang 
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Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama 
pertanian.
25
 Persamaan penelitian yang dilakukan ialah mengenai 
penerapan bagi hasil dalam pengolahan lahan pertanian yang kemudian 
dikaitkan dengan muzara‟ah, musaqah dan mukharabah. Namun, juga 
terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya 
dimana peneliti selanjutnya akan meneliti bukan hanya mengenai 
penerapan bagi hasil dalam pengolahan lahan pertanian dengan 
menggunakan akad muzara‟ah akan tetapi melihat bagaimana penerapan 
profit and loss sharing berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan 
petani. 
5. Tri Wahyuningsih dalam jurnal judul Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai 
Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. Mekanisme sistem 
perjanjian bagi hasil yang dilakukan adalah menggunakan sistem maro 
yaitu penggarap yang membiayai semua biaya pertanian dan hasilnya 
dibagi dua dengan pemilik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak hanya meningkatkan 
perekonomian akan tetapi juga dapat memupuk solidaritas dalam 
masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kepedulian antar 
pemilik dan penggarap dengan saling membantu saat salah satu dai 
mereka mengalami kesulitan.
26
 Persamaan dari penelitian tersebut ialah 
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penelitian membahas tentang Bagi hasil dalam kerjasama lahan 
pertanian, Namun adapun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan 
dimana peneliti selanjutnya akan melihat bagaimana penerapan profit and 
loss sharing berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani. 
6. Dias Rizqi Mardani dan Siti Inayahtul Faizah dalam jurnal Kesejahteraan 
petani penggarap sawah pada akad muzara‟ah dengan pendekatan 
Maqashid syariah di Tulungagung. Hasil penelitian kerja sama pertanian 
yang dilakukan oleh petani dan penggarap sawah menggunakan akad 
muzara‟ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kerjasama tersebut 
membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dan membantu 
meningkatkan kehidupan sehari-hari bagi petani.
27
 
 Persamaan penelitian yang dilakukan yaitu membahas tentang 
kerjasama pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Namun 
terdapat pula perbedaan penelitian dimana peneliti akan meneliti 
penerapan profit and loss sharing berbasis al-adl dalam meningkatkan 
kesejahteraan petani. 
7. Fauzi Almubarak dalam jurnal keadilan dalam perspektif Islam. Hasil 
penelitian Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan yang 
merangkumi keadilan distrubutif, sosial dan politik. Asas menegakkan 
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 Persamaan penelitian ialah membahas tentang al-adl atau keadilan. 
Namun perbedaan penelitian dimana peneliti akan meneliti al-adl dari 
segi kerjasama bagi hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan 
petani. 
8. Fahrurrozi dalam jurnal penelitian Konsep perjanjian Profit and loss 
sharing Dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian Kerjasama profit and 
loss sharing antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan 
langkah tepat, sebagaimana yang sudah dilakukan Nabi Muhammad 
SAW ketika bekerjasama dengan seorang pelaku usaha wanita bernama 
Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa 
barang dagangan untuk dibawa Muhammad berniaga antara negeri 
Mekkah dengan Sham (Syiria). 
  Profit and loss sharing merupakan perjanjian atas suatu jenis kerja 
sama di mana pemilik modal (shahibul maal) menyediakan dana dan 
pelaku usaha (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. 
Dimana landasan perjanjian profit and loss sharing berdasarkan kitab 
suci Al-Qur‟an, Hadist, Dewan Fatwa Syari‟ah Nasional MUI.
29
 
  Persamaan dari penelitian tersebut ialah penelitian membahas 
tentang prinsip profit and loss sharing dalam perjanjian kerjasama. 
Namun terdapat perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dimana 
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peneliti akan melihat bagaimana penerapan profit and loss sharing 
berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani.. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, 
Adapun tujuan dari penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan profit and loss sharing berbasis al-adl dalam 
meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja 
Kabupaten Enrekang. 
2. Untuk mengetahui penerapan profit and loss sharing berbasis al-adl yang 
digunaka petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 
Enrekang 
3. Untuk mengetahui profit and loss sharing dalam meningkatkan 
kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 
Enrekang. 
F. Manfaat 
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan 
yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini mencoba untuk mengkaji tentang penerapan pembagian 
untung dan rugi berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani, 
merujuk pada tujuan  maka peneliti ini dibingkai dengan konsep profit and 




mengukur keadilan dalam kerjasama pertanian dapat dilihat dari keadilan 
dari segi pembagian untung dan rugi serta keadilan dari kontrak perjanjian. 
Sedangkan pada tingkat kesejahteraan ada dua pendekatan yang digunakan 
yaitu pendekatan obyektif dan pendekatan subyektif. Pendekatan obyektif 
adalah pendekatan dengan menghitung kemampuan keluarga dalam 
memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial. sedangkan pendekatan 
subyektif ialah pendekatan melalui persepsi masyarakat tentang aspek 
kesejahteraan dengan mengukur tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang 
dirasakan masyarakat. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan 
kepada pembaca : 
Adapun untuk pihak yang terkait, yaitu: 
a. Bagi masyarakat khususnya petani, Penelitian ini dapat dijadikan perhatian 
khususnya bagi petani yang diharapkan mampu menerapkan perjanjian 
kerjasama serta pembagian hasil dan rugi secara adil antar kedua belah pihak. 
Dengan penerapan pembagian hasil dan rugi secara adil akan menciptakan 
eksternalitas positif dari kegiatan pertanian berupa peningkatan pendapatan 
guna menciptakan kesejahteraan antar kedua pihak. 
b. Bagi akademisi, penelitin ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji 
lebih lanjut mengenai praktek kerjasama pengolahan lahan dengan sistem 
pembagian untung dan rugi berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan





A. Konsep Profit and loss sharing  
 Profit sharing berasal dari bahasa asing (Inggris) yang secara terminologi 
ialah Bagi hasil. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya 
pecah, penggal dari yang utuh. Sedangkan hasil merupakan akibat dari tindakan 
baik yang menguntungkan atupun merugikan.
30
  
 Dalam kamus ekonomi profit sharing diartikan pembagian laba dan 
distribusi beberapa bagian dari laba. . Dalam istilah lain profit sharing adalah 
perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setalah 
dikurangi dengan biaya-biaya yang dikelurkan untuk memperoleh pendapatan 
tersebut. Prinsip bagi hasil merupakan hubungan yang dilakukan oleh pihak-pihak 
yang melakukan perjanjian untuk usaha-usaha seperti perjanjian pengolahan lahan 
antara pemilik lahan dan penggarap.
31
 Pendapatan (profit) sebagai hasil dari 
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 Faqih Nabhan, “Profit and loss sharing Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi 




 Namun pembagian tidak hanya ketika memperoleh keuntungan, tetapi 




 Loss sharing merupakan pembagian kerugian dimana apabila usaha yang 
dilakukan mengalami kerugian  maka akan ditanggung sesuai porsi masing-
masing.  
 Dalam Islam sistem bagi hasil mengarahkan pada pembagian keuntungan 
dan kerugian (profit and loss sharing) yang proporsional dan jelas.
34
 Secara 
umum dalam ekonomi Islam prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad 
diantaranya, al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara‟ah dan musaqoh. 
Namun, yang secara khusus dalam pertanian ialah akad Muzara‟ah dan Musaqoh. 
 Bagi hasil dalam bidang pertanian merupakan suatu perjanjian kerja sama 
dalam usaha serta diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang 
akad didapat antara kedua pihak yaitu penggarap dan pemilik tanah. Dimana 
penggarap ialah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau 
menggarap tanah namun tidak memiliki tanah.
35
 Adapun perhitungan bagi hasil 
dalam ekonomi Islam yang diterapkan ada tiga model sistem yaitu profit and loss 
sharing, profit sharing, dan revenue sharing.  
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 Prinsip revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang dihitung 
berdasarkan kepada berapa total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum 




 Prinsip Profit and Loss Sharing pada akad muzara‟ah . Dimana hasil akhir 
menjadi patokan dalam praktek muzara‟ah. Apabila hasil pertaniannya mengalami 
keuntungan, maka keuntunganya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani 
pemilik lahan dan petani penggarap lahan. Begitu pula sebaliknya, jika hasil 
pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.
37
 
 Keuntungan yang dapat di peroleh dari kerja sama usaha tersebut akan 
dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-
biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.
38
 Kemudian apabila terjadi kerugian 
atas kerja sama yang dilakukan antara pemilik dan penggarap ada dua perlakuan, 
pertama apabila kerugian terjadi karena kesalahan penggarap dalam mengelola 
tanah dan modal yang diberikan pemilik tanah maka kerugian sepenuhnya akan 
ditanggung oleh penggarap. Kedua apabila kerugian terjadi karena kondisi 
ekonomi dan faktor alam atau kejadian luar biasa yang terjadi di luar kekuasaan si 
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penggarap dan tidak terjadi karena kesalahan dalam mengelola modal, maka 
kerugian ditanggung kedua pihak.
39
 
Pembagian hasil panen menurut pengikut Mazhab Hanafi dan Hanbali, 
presentase keuntungan hasil pertanian harus disepakati pada saat melakukan 
perjanjian. Penentuan jumlah yang pasti akan diterima oleh pemilik lahan dan 
penggarap diperbolehkan,Setiap pihak dapat mendapatkan hasil sesuai dengan 
kontribusinya. Menurut pendapat mazhab Syafi‟I pembagian tidak perlu 
ditentukan pada saat perjanjian, sebab setiap pihak tidak boleh melakukan 
penyimpangan antara modal yang sudah diberikan dan tingkat keuntungan dari 
hasil panen. Dalm hal ini pengikut mazhab Syafi‟I tidak membolehkan adanya 




B. Ketentuan Perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 
Perjanjian bagi hasil menurut UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian 
bagi hasil disebutkan dalam pasal 1 huruf c bahwa perjanjian bagi hasil ialah 
perjanjian yang diadakan antara pemilik lahan dan penggarap untuk 
menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian 
hasilnya antara kedua belah pihak.
41
  
Bentuk perjanjian bagi hasil dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 Tentang 
perjanjian bagi hasil disebutukan mengenai bentuk perjanjian bagi hasil dalam 
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pasal 3 yaitu : 1) semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap 
secara tertulis di hadapan aparat desa setempat dengan disaksikan oleh saksi 
masing-masing dari pihak pemilik lahan dan penggarap. 2) Perjanjian bagi hasil 
yang termuat dalam ayat 1 memerlukan pengesahan dari kepala kecamatan.  
Hak dan kewajiban pemilik dan penggarap. Hak pemilik : 1) Bagian hasil 
yang di tetapkan menurut besarnya imbangan yang telah ditetapkan yaitu satu 
bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk penggarap. 2) Menerima 
kembali tanahnya dari penggarap apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil telah 
berakhir. Kewajiban pemilik : 1) Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk 
diusahakan atau dikerjakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah 
tersebut. Hak dan kewajiban penggarap : 1) Hak penggarap, selama waktu  
perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan 
dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbangan yang ditetapkan. 2) 
Kewajiban penggarap, menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah 
dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil 
berakhir dalam keadaan baik. 
Jangka waktu perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang 
dinyatakan dalam surat perjanjian, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 tahun 
untuk sawah, dan bagi tanah kering 5 tahun. Dengan ditetapkannya jangka waktu 
perjanjian  maka diharapkan akan teripta rasa aman bagi penggarap, karena 
kadang timbul sikap sewenang-wenang dari piak pemilik lahan yang memutuskan 




Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil : 1) 1 bagian untuk 
penggarap dan 1 bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanami di sawah. 
2) 2/3 bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang di 
tanam di lahan kering. Hasil bersih yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-
biaya yang harus di pikul bersama seperti benih, pupuk,biaya tanaman, biaya 
panen dll. 
Pemutusan perjanjian bagi hasil : 1) atas persetujuan kedua belah pihak 
yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada kepala Desa. 2) Seijin Kepala 
Desa atas tuntutan pemilik lahan apabila penggarap tidak mengusahakan tanah 
garapan sebagaimana mestinya. Kepala Desa memberikan izin pemutusan 
perjanjian bagi hasil dengan memperhatikan pertimbangan kedua belah pihak 
setalah usaha  untuk mendamaikan tidak berhasil.  
C. Makna Al-Adl Dalam Hukum Islam 
Keadilan adalah nilai universal yang harus dimiliki oleh umat Islam, Al-
adl dalam bahasa Indonesia beralih menjadi kata adil yang digunakan dalam 
bentuk kata benda keadilan dengan makna yang sama. Al-adl dalam kamus lisan 
al-Arab diartikan dengan sesuatu yang lurus, menyamakan sesuatu dengan yang 
lain.
42
 Dalam Islam keadilan merupakan asas yang harus dijunjung. Allah sendiri 
mempunyai sifat Adil (Al-adhlu) yang harus di contoh oleh hambanya.  
Adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk 
menegakkan kebenaran kepada siapapun. Secara etimologis adil berarti tidak berat 
sebalah maksudnya tidak memihak. Secara terminoligis adil berarti 
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mempersamakan sesuatu dengan yang lain sehingga sesuatu itu tidak berbeda satu 
dengan yang lain. Persoalan keadilan dapat timbul dalam hubungan dan interaksi 
antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat/kelompok, individu 
dengan otoritas kekuasaan/negara, individu dengan alam semesata. Menurut Rohi 
Baalbaki Al-adl diterjemahkan kedalam bahasa inggris berarti justice, equitability, 
impartiality atau unbiasednes. “Justice” artinya Keadilan dalam bahasa latin 
“iustitia” kata ius berarti hak. Jadi dengan demikian “iustitia” ada dua makna 
yakni hak pribadi dan hak orang lain.
43
Keadilan merupakan harapan yang dapat 
dirasakan bagi seluruh umat manusia.
44
  
Menurut Satjipto Rahardjo dalam jurnal yang ditulis oleh Sulhani 
Hermawan dengan judul Tinjaun keadilan sosial terhadap hukum tata pangan 
Indonesia beliau mendefinisikan tentang keadilan diantaranya : (1) Memberikan 
kepada setiap orang yang seharusnya diterima. (2) Memberikan setiap orang yang 
menurut aturan hukum adalah haknya. (3) Kebajikan memberikan hasil yang telah 
menjadi bagiannya. (4) Memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan 




Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, memuat aturan-aturan yang 
mengatur hubungan antara Allah swt dengan makhluknya dan juga hubungan 
antara sesama makhluk. Dalam aturan hubungan-hubungan tersebut Islam 
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memerintahkan kepada setiap manusia untuk menegakkan keadilan pada setiap 
tindak dan perbuatan yang dilakukan karena Islam menghendaki agar setiap orang 
menikmati hak-haknya dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan dasarnya 
yakni terjaminnya keselamatan agama, keselamatan dirinya, keselamatan 
hartanya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah 
dengan tegaknya keadilan (al-adl) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.
46
 
 Sebagiamana dalam firman Allah QS. An-Nahl: 16/90 : 
َََ  َ  َ   َََ َ  ََ  َ





Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa perintah berbuat adil bersifat umum yang 
mengintruksikan kepada manusia untuk berbuat adil terhadap sesama mahkluk. 
Allah swt melarang perbuatan keji serta permusuhan.
47
 
Berlaku adil terkait dengan hak dan kewajiban, keadilan biasa dimaknakan 
dengan memberikan hak kepada yang berhak (yu‟thi alhaqq haqqahu)atau 
meletakkan sesuatu pada tempatnya (wadhu assyai ala maudhi‟ihi). Menurut Syed 
Muhammad Naquib Al-attas secara bahasa keadilan pada umunya adalah tentang 
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pengetahuan dan kemampuan untuk menempatkan yang betul dan wajar bagi 
suatu benda atau manusia, kebenaran yang menentang kesalahan, cara atau 
batasan dan kebenaran terhadap kepalsuan.
48
 Islam mengajarkan keadilan  hampir 
dalam setiap aspek kehidupan keadilan dalam hak-hak manusia, keadilan dalam 
hukum, keadilan dalam keuangan dan keadilan dalam bermuamalah baik transaksi 
maupun kerjasama, keadilan dapat terwujud jika dilakukan atas dasar sama-sama 
rela artinya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga dengan 
adanya penegakkan keadilan akan tercapai kesejahteraan antar kedua belah pihak 
yang melakukan kerjasama.
49
 Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 
2/188: 
َ َ  َ  َ   َ َََ   َ  َ  ََ
 َ َ َ َ َََََ
Terjemahannya: 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 




Ayat diatas memberikan pengertian bahwa sebagai orang yang beriman, 
manusia apalagi umat Islam tidak boleh menggunakan sesuatu yang bukan 
menjadi haknya. 
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Keadilan ekonomi mengandung pengertian bahwa Al-Quran sangat 
menekankan persamaan manusia (egalitarianism) dan menghindari segala bentuk 
kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi seperti, 
eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang dan lain 
sebagainya. Dalam Islam keadilan ekonomi pada dasarnya ialah konsekuensi dari 
konsep persaudaraan Islam. Keadilan ekonomi setiap individu ialah mendapatkan 
haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
51
 
Adapun prinsip yang melandasi praktik keadilan ekonomi Islam dalam hal 
muamalah atau kegiatan kerjasama bagi hasil ialah mengarahkan para pelaku 
usaha menjalankan kewajibannya agar dalam kegiatannya tidak menimbulkan 
kerugian bagi orang lain, pelaku usaha dituntut untuk berlaku adil dan tidak 
berbuat dzalim dalam hal ini melakukan kerjasama dengan membagi resiko 
bersama (risk sharing). Disamping itu pemilik modal tidak boleh sewenang-
wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan dirinya. 
Sesorang yang tidak menegakkan keadilan dalam prinsip pembagian usaha, 
mustahil usahanya akan berkembang. Jadi keadilan merupakan prinsip yang harus 
ditegakkan dalam sistem bagi hasil.  
Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa: 4/58 : 
َََ  ََ َ   ََ َ ََ َ َََ
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 




Ayat diatas menjelaskan begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan 
keadilan, sehingga Allah swt memperingatkan kepada orang-orang yang beriman 




Keadilan sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim untuk 
menegakkannya baik individu maupun masyarakat dengan tujuan menciptakan 
keseimbangan dalam semua lini kehidupan sehingga memungkinkan semua 
individu atau masyarakat mendapatkan hak dan tanggung jawabnya.
54
 Pada 
dasarnya ekonomi Islam berdiri tegas pada azas kebersamaan dan keadilan dalam 
mencapai tujuan, penegakkan keadilan dilandasi oleh rasa persaudaraan 
(ukhuwah), saling mencintai (mahabbah), bahu membahu (takaful), dan saling 
tolong menolong (ta‟awun) baik antara si kaya dan si miskin ataupun antara 
penguasa dengan rakyat. 
D. Akad Kerjasama pertanian Dalam Islam  
Akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau 
menghubungkan (ar-rabt). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi dari 
perjanjian adalah suatu bentuk persetujuan tertulis dan lisan yang dibuat oleh 
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kedua belah pihak atau lebih dimana kedua pihak tersebut sepakat akan 
melakukan apa yang diperjanjikan itu. Menurut para ulama fiqh, kata akad 
didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak 
syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. 
Akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan 
nilai-nilai syariah.
55
 Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Maidah: 
5/1 : 
   َ َ  َ َ   ََ َ َ   َ  َََ َ
  َ َ ََ َ  َََََ َ  َََََ
Terjemahannya: 
 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 




Ayat diatas mengandung uraian tentang akad baik secara tegas maupun 
tersirat. Perintah ayat diatas menunjukkan dalam A-Quran sangat menekankan 
perlunya memnuhi akad dengan segala bentuk maknanya dengan pemenuhan 
sempurna serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya. 
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Akad menurut fuqaha Malikiyah, Syafi‟iah dan Hanabilah adalah segala 
yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan 
satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak 
seperti jual beli, ijarah,wakalah, rahn.
57
 
Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akad adalah pertalian antara ijab dan 
Kabul yang dibenarkan oleh sayara dan menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan 
definisi tersebut diperoleh tiga unsure yang terkandung dalam akad:
58
 1) Pertalian 
ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan kehendak dari suatu pihak (mujib) 
untuk melakukan sesuatu. Qabul merupakan pernyataan untuk menerima atau 
menyetujui kehendak mujib. 2) Dibenarkan oleh syara. Akad yang dilakukan tidak 
boleh bertentangan dengan dengan hal-hal yang diatur oleh Allas swt dalam 
Alquran dan hadis, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tujuan melakukan 
akad serta objek akad. 3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Adanya 
akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan 
oleh pihak dan memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak 
yang melakukan. 
 Sahnya suatu akad menurut hukum Islam ditentukan apabila terpenuhinya 
rukun dan syarat suatu akad. Adapun Rukun-rukun suatu akad menurut jumhur 
ulama  selain Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad meliputi:
59
 1) Pihak 
yang berakad. 2) Sesuatu yang di akadkan (ma‟qud alaihi). 3) Tujuan akad. 4) Ijab 
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atau yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak. 5) Qabul yaitu perkataan yang 
menunjukkan persetujuan terhadap kehendak atau jawabn terhadap ijab. 
 Pada prinsipnya akad-akad perjanjian syariah seharusnya mengandung 
asas-asas hukum perikatan Islam yang meliputi.: 1). Al-Huriyyah (Kebebasan) 
asas ini merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak yang melakukan 
akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi  di 
perjanjikan maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara 
cara penyelesaian sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini di benarkan 
selama tidak bertentangan dengan syariah Islam. 2) Al-Musawah asas ini 
merupakan landasan kedua pihak yang melakukan perjanjian mempunyai 
kedudukan yang sama saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
3) Asas keadilan dimana dalam konteks perjanjian yang menekankan pada 
kesetaraan posisi dan pertukaran prestasi di antara para pihak yang berkontrak. 
Keadilan proporsional ini diwujudkan dalam bentuk equal pay for equal work, 
yaitu masing-masing pihak akan mendapatkan bagian masing-masing sesuai 
dengan kontibusinya. 4) Asas kerelaan Al-Quran dan hadist menekankan bahwa 
hendaknya transaksi di dasari atas kerelaan dan keridhaan dari masing-masing 
pihak yang bertransaksi. 5) Asas kejujuran dan kebenaran. Salah satu unsure etika 
dalam berbisnis adalah pentingnya kejujuran dan kebenaran, nilai ini seharusnya 
menjadi landasan. Karena unsure kejujuran dan kebenaran akan menghindarkan 
pihak-pihak yang berkontrak dari segala bentuk manipulasi dan kecurangan. 5) 
Asas tertulis perjanjian yang dilakukan seharusnya dituangkan dalam tulisan yang 




wanprestasi dari masing-masing pihak sehingga dapat dibuktikan secara yuridis 
apabila ada bukti tertulis.
60
 
.  Adapun kerjasama pertanian yang dikenal dalam Islam sebagi berikut : 
1. Musaqah 
Musaqah berasal dari kata As-saqa. Kata As-saqa digunakan karena 
pepohonan penduudk Hijaz amat membutuhkan saqi (penyiraman) ini dari sumur-
sumur”.
61
 Berdasarkan devinisi musaqah merupakan kerjasama pertanian antara 
pemilik lahan dan penggarap dengan imbangan bagi hasil setelah lahan tersebut 
sudah menghasilkan sesuatu, dengan sistem lahan dan tanaman sudah ada, hanya 
saja membutuhkan tenaga untuk merawat.
62
 Adapun istilah musaqah yang 
dikemukakan oleh ulama fikih adalah akad penyerahan kebun kepada penggarap 
dengan ketentuan bahwa  hasilnya adalah milik kedua pihak antara pemilik kebun 
dan penggarap.  Adapun rukun musaqah meliputi: Aqidain (pemilik dan 
penggarap), objek (tanaman), sighat (ijab qabul), sedangkan syarat dari musaqah 
meliputi: Aqidain harus ahli dalam megadakan akad, pemilik tanah menyerahkan 
pohon atau tanaman kepada penggarap, kejelasan jenis tanaman dan bagian 
penggarap, jangka waktu yang ditentukan., Hasil dari tanaman akan di bagi dua 
sesuai kesepakatan pada saat akad.
63
Adapun dasar hukum pelaksanaan akad 
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musaqah menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah yaitu boleh atau mubah 
berdasarkan sabda Rasulullah saw:
64
 
َا َ م  اَي  هًىَع  ض   ٔ َ  ّ هٛ  ََّلًاَع  م  ص  ََّلًاَ  َض َٕل  َر  ًٌ َا  ر   ً َع   ٍ ٍَاب ُٓ اََع  َي  َج  اَٚ خر  َب ش طر َي  ٛر  َح  ْم 
رَع َ)رٔاَِيطهى( َز  ً ر َأ  ٍَش   ي 
 
Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. Telah memberikan kebun 
beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan 
perjanjian merek akan memperoleh dari penghasilannya baik dari buah-
buah maupun hasil tanamannya”(HR.Muslim). 
 
 Hadist diatas mengambarkan bahwa akad musaqah dibolehkan dan sudah 
dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Dimana Rasulullah saw juga melakukan 
perjanjian kerjasama kepada penduduk Khibar dengan perjanjian bagi hasil. 
 Menurut ulama Hanafiah bahwa, akad musaqah dikatakan selesai apabila 
waktu yang telah disepakati telah berakhir, meningggalnya salah satu yang 
melakukan akad seta selesai karena adanya unsur yang melatarbelakangi sehingga 
diantara mereka ada yang membatalkan perjanjian tersebut.
65
 
2. Muzara’ah dan Mukharabah 
Menurut bahasa, Muzara‟ah memiliki dua arti yang pertama al-
muzara‟ah yang berarti tharh al-zur‟ah (melemparkan tanaman), maksudnya 
adalah modal (al-hadzar). Makna pertama adalah majaz dan makna kedua ialah 
makna hakiki. Secara etimologi berasal dari kata Al-zar‟u yang berarti penanaman 
atau pengolahan. Sedangkan secara terminologi muzara‟ah adalah kerja sama 
pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan 
memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami, dipelihara dengan imbalan 
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persentase bagi hasil dari hasil panen.
66
 Sedangkan mukharabah adalah bentuk 
kerjasama lahan pertanian antara pemilik lahan d, an penggarap dengan perjanjian 
bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua pihak menurut kesepakatan bersama, 
sedangkan biaya dan benihnya di tanggung oleh penggarap.
67
 Akad muzara‟ah 
dan mukharabah merupakan model kerjasama pertanian namun yang 
membedakan hanya pada benihnya, dimana pada akad muzara‟ah biaya dan 
benihnya di tanggung oleh si pemilik lahan sedangkan pada akad mukharabah 
biaya dan benihnya ditanggung oleh penggarap lahan.  Adapun istilah 
muzara‟ah didefinisikan oleh para ulama yang memiliki makna yang berbeda-
beda sebagai berikut :
68
 Menurut Hanafiyah muzara‟ah adalah akad untuk 
bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabillah 
muzara‟ah ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk 
ditanami dan yang bekerja di beri bibit. Makna Muzara‟ah menurut mazhab 
Sayafi‟I ada dua pertama, diperbolehkanna bermuamalah atas pohon 
kurma,artinya lahan yang ditanami pohon kurmakemudian pemilik lahan 
menyerahkan kebun tersebut kepada penggarap penggarap untuk di rawat dengan 
bagi hasil sesuai kesepakatan kedua pihak. Kedua, Muzara‟ah tidak sah apabila 
pemilik menyerahkan tanah kosong kepada petani kemudian tanah tersebut 
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ditanami tanaman baru. Sedangkan Menurut malikiyah muzara‟ah ialah pejanjian 
kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap.
69
 
  Dari definisi-definisi diatas dapat di pahami bahwa muzara‟ah yaitu 
pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelola.  
 Dalam kaidah fikih Islam al-muzara‟ah berasal dari kata zara‟a yang 
berarti menyemai, menanam, atau menaburkan benih.. Secara bahasa, muzara‟ah  
berarti kerja sama antara orang yang mempunyai tanah yang subur untuk ditanami 
oleh orang yang mampu menggarapnya dengan imbalan berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak ataupun persentase dari hasil panen yang telah ditentukan.
70
  
Adapun dasar hukum akad Muzara‟ah dan mukharabah yaitu mubah 
(boleh).  Syarat dan rukun akad mukharabah hampir serupa dengan akad 
muzara‟ah begitupun dalil-dalil yang mengikat.. Sebagai khalifah di muka bumi 
ini, Allah telah memberikan kepada manusia akal dan tubuh yang sempurna untuk 
berusaha. Allah swt juga telah menyediakan bumi untuk dikelola dalam 
memenuhi kebutuhan manusia, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah 
swt dalam QS  Al-Mulk: 29/15: 
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Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di 
segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya 




Islam tidak memperkenalkan adanya penguasaan sumber daya yang ada 
di muka bumi untuk golongan tertentu melainkan Allah swt telah menyediakan 
bumi untuk dikelola secara adil dan bijaksana serta sebagai solusi umatnya untuk 
saling tolong menolong dalam menghadapi ketimpangan akses sumber daya, 
sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah swt dalam QS  Al- 
Baqarah:2/267: 
   َ َ َ ََ  ََ  َ  َ   َ ََ
 َََ َ  َ َ َ َ   َََ  َ ََ
  َََ َ َََََ
Terjemahannya : 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang 
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 





Rasulullah s.a.w.bersabda sebagai berikut: 
 
ضَ  ر  ر   ً ع  َابُ   ٍ َاَََٗ ع  هَّٗ ص   َ َاََّلاَّ َض َٕل  َر   ٌ )ا   َُّ ع  َاََّلاَ  ٛ ب ر  َخ  حم  َاَ  اَي م  َع  ه ى  َض   ٔ َ  ّ هٛ  َع  اَّلاَّ
اَر َ٘ابش طرَ  اَانب خ   َّ َج  ع (َاَخر  َٔز   
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Artinya :”Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw.    
Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk 
digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau 
tanaman” (HR. Bukhari). 
 Dari hadist di atas menjelaskan bahwa di perbolehkannya akad 
muzara‟ah dengan upah tertantu dari buah-buahan dan tanamannya. Menurut 
zhahir hadis ini, bahwa tidak ada syarat bahwa benih harus disediakan oleh 
pemilik tanah, dan inilah pendapat yang benar, yang berbeda dengan yang 
masyhur dari mazhabnya yang men syaratkan benih dari pemilik tanah.
73
 
 Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa 
Arab senantiasa menolah tanahnya secara muzara‟ah dengan rasio bagi hasil 1/3, 
2/3, ¼, ¾, 1/2. Maka Rasulullah Saw pun bersabda :
74
 
َضَف هٛ  َ اَر  َنَّ  َكاََ ث   ٍ ٓ اَف اَ ي  َع  َر  اَِ َس  ٓ اَاَخ  ََع  ٓ اَف هٛ  س  َع  َر  َٚ س  َنى   ٌ  
Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau   
hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”(Hadits 
Riwayat Bukhari).  
 Dari hadist diatas menjelaskan bahwa akad muzara‟ah bertujuan untuk 
saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Dalam keadaan 
pemilik lahan tidak dapat mengerjakan lahannya, sedangkan petani tidak 
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mempunyai lahan pertanian. mereka berdua dapat bekerja sama untuk menolah 
lahan pertanian atas dasar bagi hasil.
75
 
 DSN-MUI juga telah menetapkan fatwa-fatwa terkait dengan akad kerja 
sama. Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dengan 
ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara 




 Adapun ketentuan nisbah bagi hasil dan kerugian menurut DSN-MUI:
77
 
a. Keuntungan usaha kerja sama harus dihitung jelas untuk menghindari 
perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian 
perjanjian. 
b. Seluruh keuntungan usaha harus dibagikan berdasarkan nisbah proporsional 
atau nisbah kesepakatan dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan 
ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk mitra tertentu. 
c. Salah satu mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah 
tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. 
d. Keuntungan usaha boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau 
secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad. 
                                                             








e. Kerugian usaha kerja sama wajib ditanggung para mitra secara proporsional 
sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakan. 
Dalam hukum Islam terbentuknya suatu akad perjanjian yang sah dan 
mengikat haruslah terpenuhi rukun dan syarat akad. Adapun rukun dan syarat 
akad muzara‟ah dikemukakan oleh jumhur ulama yang memperbolehkan akad 
muzara‟ah, harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah. Rukun muzara‟ah 
menurut Jumhur Ulama adalah:
78
 Adanya pemilik lahan, Petani penggarap, Objek 
muzara‟ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani serta adanya Ijab 
(ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan qabul (pernyataan menerima 
lahan untuk diolah oleh petani). 
 Ulama Hanabilah berpendapat bahwa muzara‟ah tidak memerlukan 
qabul secara lafadz, tetapi cukup hanya dengan mengerjakan tanah, itu sudah 
termasuk qabul. Sifat akad muzara‟ah menurut ulama Hanafiyah adalah sifat-sifat 
perkongsian yang tidak lazim. Adapun penadapat ulama Malikiyah harus menabur 
benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan 
diatas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, 
perkongsian harta termasuk  muzara‟ah dan harus menggunakan sighat. 
Menurut Jumhur Ulama syarat-syarat akad muzara‟ah:
79
 1) Syarat yang 
bertalian dengan aqidain yaitu harus berakal karena akal merupakan syarat 
seseorang dianggap cakap bertindak hukum, 2) Syarat yang berkaitan dengan 
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tanaman, yaitu benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan 3) Hal 
yang berkaitan dengan hasil dari tanaman yaitu Bagian masing-masing harus 
disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad), 4) Hasil adalah milik bersama, 5) 
Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, 6) Tidak disyaratkan bagi salah 
satu pihak penambahan yang maklum, 7) Hal yang berhubungan dengan tanah 
yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat 
diketahui batas-batasnya, 8) Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara‟ah, alat-
alat tersebut berupa  hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah, 
9) Hal yang berkaitan dengan waktu, jangka waktu harus jelas dalam akad.
80
 
Syarat mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama harus jelas dalam akad, 
karena akad muzara‟ah mengandung imbalan bagi hasil panen. Oleh karena itu, 
jangka waktu harus jelas.
81
 
Adapun bentuk dari akad muzara‟ah ada empat yakni:
82
 1) Lahan dan 
bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. 
Bentuk akad muzara‟ah seperti ini dibolehkan karena petani menerima hasil 
pertanian karena jasanya, 2) Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, 
peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad muzara‟ah ini dibolehkan karena 
yang menjadi objek adak ini adalah manfaat lahan pertanian, 3) Lahan pertanian, 
bibit, dan peralatan pertanian dari pemilik tanah sedangkan kerja dari petani. Akad 
seperti ini dibolehkan karena yang menjadi objek adalah jasa petani, 4) Lahan 
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pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik tanah sedangkan bibit dam kerja 
dari petani. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-syaibani akad ini 
tidak sah karena peralatan pertanian harus mengikuti kepada petani bukan pemilik 
lahan.Manfaat lahan adalah untuk mengolah pertanian. 
Adapun kerjasama pertanian akad muzara‟ah dapat dikatakan berkahir 
dalam keadaan :
83
 1) Meningalnya salah satu pihak yang melakukan akad, 2) 
Jangka waktu yang disepakati berakhir. Apabila waktu akad muzara‟ah berakhir, 
maka hasil pertanian dibagi sesuai kesepakatan di antara keduanya. Namun, bila 
akad muzara‟ah telah berakhir sedangkan tanaman yang ditanam belum panen 
maka akad muzara‟ah tetap berlangsung sampai masa panen. Namun, petani 
berhak menerima upah dari pekerjaannya dengan memelihara lahan pertanian di 
luar akad muzara‟ah, 3) Jika terjadi bencana alam yang membuat tanah dan 
tanaman rusak maka perjanjian berakhir, 4) Akad fasakh disebabkan adanya uzur 
(halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan 
akad muzara‟ah diantaranya, 5) Pemilik lahan terbelenggu utang yang 
mengakibatkan dia pailit sehingga lahan pertanian terebut harus di jual, 6) Pemilik 
lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukan perjalanan sehingga ia tidak 
dapat melangsungkan akad. 
Hikmah yang diperoleh ketika melakukan kerjama pertanian  ialah 
terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak penggarap dan 
pemilik lahan, Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki 
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lahan, namun mempunyai potensi untuk mengelolah lahan pertanian dengan baik, 
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, Mengikuti sunnah Rasulullah saw.
84
 
E. Konsep Kesejahteraan  
Kesejahteraan atau sejahtera dalam kamus besar bahasa Indonesia 
diartikan keamanan, kesehatan, kebahagiaan, makmur dan terlepas dari segala 
macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya. Kata sejahtera  mengandung 
pengertian  bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Catera dalam konteks 
kesejahteraan  yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, 
kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran sehingga hidup aman dan tentram lahir 
dan batin.
85
Sejahtera dalam kamus bahasa Inggris berasal dari kata “Walfare” 
yang artinya aman, sentosa dan makmur. Kesejahteraan adalah suatu kepentingan 
yang tertuju pada pencapain kehidupan sejahtera bagi pribadi dan identitas 
kelompok.
86
  Menurut Todaro dalam jurnal kesejahteraan petani penggarap pada 
penerapan akad muzara‟ah dengan pendekatan maqashid syariah yang ditulis oleh 
Dias rizqi wardani dan Siti inayatul faizah mengemukakan bahwa kesejahteraan 
dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai dengan 
terentaskannya dari kemiskinan  yang dilihat dari kamampuan masyarakat dalam 
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Kesejahteraan menurut Naskun dapat dirumuskan sebagai padanan 
makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari beberapa indicator 
yaitu rasa aman (security), kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom) dan jati 
diri (identy). Keadaan sejahtera dapat dilihat dari kemampuan untuk 
mengupayakan pemenuhan kebutuhan keluarga baik barang ataupun jasa yang 
dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Kesejahteraan adalah suatu tata 
kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan material maupun spiritual yang 
meliputi rasa aman, tentram lahir batin yang memungkinkan setiap individu atau 
kelompok untuk melakukan usah-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani 
dan sosial bagi diri, rumah tangga dan masyarakat.
88
 
Kesejahteraan dalam pandangan Islam berbeda secara mendasar dengan 
kesejahteraan konvensional. Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya 
menekankan pada materi saja dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan 
moral sedangkan kesejahteraan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai 
kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik kesejahteraan material, spiritual 
maupun moral.
89
 Indikator sejahtera menurut Islam adalah terpenuhinya 
kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, 
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keberkahan rezki yang diterima, keluarga sakinah mawaddah warahma, rasa cinta  
kasih sesama, ridha dan qana‟ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta 
merasa bahagia. Dengan demikian kesejahteraan bukan hanya diukur dari 
terpenuhinya materi namun mempertimbangkan  spiritual individu. 
Syariat Islam telah mengajarkan bagaimana manusia menjalankan 
hidupnya dari segala aspek. Tidak hanya dalam aspek religious akan tetapi juga 
mengatur perilaku manusia sebagai makhluk sosial dengan menjaga hubungan 
antar sesame manusia dan hubungan manusia dengan alam. As syatibi 
mengatakan bahwa kesejahteraan dapat tercapapai apabila memenuhi tujuan 
syariah (maqashid syariah). 
Maqashid syariah berasal dari bahasa Arab, Maqashid yang merupakan 
jamak dari Maqshud, (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi 
Maqashid syariah  merupakan sejumlah tujuan yang baik diusahakan oleh syariah 
Islam dengan memperbolehkan atau melarang hal lain. Al-Syatibi membagi 
maqashid menjadi tiga kategori yaitu Dharuriyah, Hijayyat dan Tahsiniyat.
90
 
Kebutuhan Dharuriyat (kebutuhan primer) merupakan kebutuhan utama yang 
harus dipenuhi guna mencapai kemaslahatan. Kebutuhan Hijayyat (sekunder) 
yang meliputi sarana pendidikan, akses kesehatan. Sedangkan kebutuhan 
Tahsiniyah (kebutuhan tersier) yang meliputi kebutuhan pelengkap dan member 
nilai tambah pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya desain 
rumah, transportasi, hiburan. 
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Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang 
ekonomi. Kesejahteraan sebagai bagian dari rahmatan lil alamin yang di ajarakan 
dalam Agama Islam. Allah swt memberikan kesejahteraan kepada manusia jika 
melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam firman Allah 
QS Al-Baqarah:.2/126 : 
                             
                               




Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri 
ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan 
kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan 
hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku 
beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa 




Maksud dari ayat tersebut adalah kesejahteraan diperoleh dengan 
penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah swt. Agama Islam mengajarkan tetang 
konsep berbagi, membagi kebahagian tidak hanya untuk individu melainkan 
kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia.
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Dari beberapa definisi kesejahteraan diatas kesejahteraan dapat diukur 
dari beberapa indicator. Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran sehingga 
masayarakat tersebut bisa dikatakan sejahtera atau tidak. Indikator kesejahteraan 
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meliputi : 1) Pendapatan dimana pendapatan adalah penghasilan yang di peroleh 
dari suatu usaha tertentu yang biasanya akan dialokasikan untuk kebutuhan 
konsumsi, kesehatan maupun pendidikan. 2) pendidikan. 3) Kesehatan jadi 
kesehatan adalah kesejahteraan dari tubuh indicator kesehatan diantaranya 
kemampuan dalam pemenuhan pangan dinyatakan dengan kebutuhan gizi 
minimum, sandang yaitu untuk keperluan pakaian, sandal dll, kesehatan dalam hal 
penyediaan ongkos untuk biaya ke dokter,perawatan dan obat-obatan. 4) 
Perumahan Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Dikatakan perumahan yang 
dianggap sejahtera adalah tempat belindung yang mempunyai dinding, lantai, dan 
atap yang baik. Bangunan yang bisa dikatakan sejahtera adalah memiliki luas 
10m. Dengan status kepemilikan milik pribadi.
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F. Kerangka Pikir 
Kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi 
pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar 
dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran. Kerangka pikir biasanya digunakan 
untuk memudahkan penelitian dalam mengetahui implementasi profit and loss 
sharing berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang mana 
kerjasama pertanian merupakan pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam sebab 
kerjasama pertanian dapat memberikan hasil dan manfaat yang besar. Seperti 
halnya kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan 
Anggeraja Kabupaten Enrekang, Dalam hal ini kerjasama dilakukan oleh pemilik 
lahan dan penggarap lahan dengan perjanjian setelah panen adanya imbangan bagi 
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hasil sesuai kesepakatan. Dengan adanya kerjasama pertanian diharapkan mampu 





















   
  
 Kerjasama Pertanian 
 Profit and Loss Sharing 
  Hak 
      Al-Adl 
         Bagi Hasil           Bagi Rugi 
   Kewajiban 
      Kesejahteraan 






A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif 
Menurut Creswel (1998) Penelitian kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, 
dan sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu 
pada data, memanfaatkan landasan teori yang ada sebagai bahan pendukung yang 




 Jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan 
untuk memahami peristiwa mengenai bentuk kesadaran yang dilakukan oleh 
subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari 
beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. 
2. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 
Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian karena melihat perkembangan 
pertanian di Kabupaten Enrekang Khususnya wilayah Kecamatan Anggeraja. 
Dimana Enrekang dikenal sebagai daerah penghasil sayur-sayuran bahkan pada 
beberapa tahun terakhir ini tercatat sebagai daerah penghasil Bawang merah 
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terbesar ke tiga di Indonesia. Hampir setiap lahan yang berada di Kecamatan 
tersebut di kelola untuk tanaman bawang merah. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Pendekatan normatif. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena 
berupa teks-teks Al-Qur‟an dan hadist yang menyangkut tentang isi 
penelitian. 
2. Pendekatan sosiologis. Karena untuk memperoleh data perihal kegiatan 
atau aktivitas masyarakat yang hendak diteliti, sehingga peneliti akan 
melakukan interaksi secara langsung kepada masyarakat petani bawang 
merah di wilayah Kabupaten Enrekang Kecamatan Anggeraja. 
C. Sumber Data  
Sumber data merupakan hal penting dalam melakukan penelitian Sumber 
data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh yang dijadikan 
bahan untuk menyusun informasi.
95
 Berdasarkan pengertian diatas. Adapun 
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data primer 
 Data yang diperoleh secara langsung dari suatu instansi atau lembaga baik 
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2. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 
media perantara atau secara tidak langsung yang berupa jurnal penelitian, buku, 
majalah, artikel, kamus, catatan, serta bahan acuan lainnya. 
D. Jenis Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis pengumpulan data yaitu: 
1. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengkaji beberapa teori yang dikemukakan oleh 
para ahli yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti oleh 
penulis. 
2. Kutipan langsung seperti mengutip pendapat para ahli secara langsung 
melalui buku dan lain sebagainya. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
 Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam 
penulisan skripsi ini bersumber dari penelitian lapangan seperti diantaranya: 
1. Observasi 
     Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan 
memperhatikan sendiri berbagai fenomena melalui (pengamatan dan 
penginderaan). Dalam metode pengumpulan melalui observasi peneliti akan 
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    Wawancara merupakan pengumpulan data melalui kegiatan Tanya 
jawab  serta berhadapan langsung dengan orang yang akan memberikan 
keterangan terkait masalah yang akan di teliti.
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 Dimana peneliti akan melakukan 
wawancara mendalam dan wawancara terstruktur. Maksudnya, peneliti akan 
mengajukan beberapa pertanyaan yang mendalam dengan fokus permasalahan.  
Sedangkan wawancara terstruktur maksudnya peneliti menetapkan sendiri 
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terkait dengan masalah. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 
dengan mengambil atau membuat catatan dan dokumen-dokumen penting yang 
dapat membantu peneliti.  
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan 
merupakan bagian yang sangat menetukan dari beberapa langkah dalam penelitian 
sebelumnya. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan 
suatu analisis data untuk mengelolah data yang ada. Analisa data adalah proses 
mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian 
dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan 
oleh data.  
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Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang 
ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah 
dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam 
pengolahan data digunakan metode deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah 
yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun langkah-
langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu  (1) Pengumpulan data peneliti 
mencatat semua data secara objektif penerapan pembagian untung dan rugi 
berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Anggeraja 
Kabupaten Enrekang.(2) Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai 
dengan fokus  penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 
menggolongkan, mengarahkan,. Reduksi data dalam hal ini adalah setelah 
terkumpulnya data tentang penerapan pembagian untung dan rugi berbasis al-adl 
dalam meningktkan kesejahteraan petani, maka peneliti harus mampu memilih 
yang sesuai dengan penelitian atau benar-benar akurat untuk disajikan. (3) 
Penyajian Data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan  tindakan. Penyajian 
yang dimaksud meliputi berbagai jenis matriks , grafik, jaringan, dan bagan. 
Semuanya dirancang guna mengabungkan informasi yang tersusun dalam satu 
bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisa dapat 
melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah yang menarik 
kesimpulan yang ataukah terus melangkah melakukan analisis menurut saran yang 
dikisakan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin berguna.(4)Penarikan 




mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada 
reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawban atas maslah yang 
diangkat dalam penelitian.  
Keempat komponen tersebut saling mepengaruhi dan terkait. Mulai dari 
peneliti melakkan penelitian dilapangan dengan menggunakan wawancara atau 
observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan 
banyak maka diadakan reduksi data atau pemilihan, setelah reduksi kemudian 
diadakan penjayian data. Apabila ketiga tahap tersebut selesai dilakukan, maka 
diambil kesimpulan. 
G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 
 
Tehnik keabsahan data memanfaatkan diluar data yang terkumpul untuk 
keperluan sebagai pembanding terhadap data-data tersebut. Penelitian ini 
menggunakan berbagai sumber data untuk menghasilkan data memberikan 
informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan ialah dengan 
menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah suatu tehnik yang bertujuan 
untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data dengan cara membandingkan 
informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber sehingga data yang diperoleh, 
merupakan data yang absah.
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 Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan 
yaitu: 
1. Triangulasi data 
Triangulasi data adalah menggali kebenaran tertentu melalui berbagai 
metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain wawancara dan observasi, 
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peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen pribadi dan gambar 
maupun foto. Masing-masing cara itu mendapatkan  bukti dan data yang berbeda, 
yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena 
yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keleluasan pengetahuan 
untuk memperoleh kebenaran yang handal. Sehingga akan memudahkan peneliti 
dalam memahami fenomena di tempat penelitian.  
2. Triangulasi teori 
Triangulasi teori, adalah hasil akhir dari penelitian kualitatif berupa 
rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan 
perspektif teori yang relevan dalam hal ini mengenai penerapan pembagian profit 
and loss sharing berbasil al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang 
merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sehingga memperoleh 
gambaran atau temuan. Triangulasi teori juga dapat meningkatkan kedalaman 
pengetahuan peneliti jika peneliti mampu atau bisa menggali pengetahuan teori 
secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Triangulasi teori 
memanfatkan dua teori atau lebih untuk dipadukan. Untuk itu diperlukan 
rancangan penelitian dan pengumpulan data yang lebih lengkap, dengan demikian 
akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Pada triangulasi ini, 
peneliti akan melihat bagaimana penerapan pembagian untung dan rugi pada 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah 
 Kecamatan Anggeraja merupakan salah satu Kecamatan yang berada di 
Kabupaten Enrekang. Wilayah Kecamatan Anggeraja terletak sekitar 30 km dari 
ibukota kabupaten. Kabupaten Enrekang terletak 235 km sebelah utara Kota 
Makassar terdiri dari  12 Kecamatan 17 Kelurahan dan 112 Desa, dengan luas 
wilayah keseluruhan  sebesar 1.786,01 km. Dengan jumlah penduduk sekitar 
190.579 jiwa. 
 Luas wilayah di kecamatan Anggeraja adalah 126,96 km dengan jumlah 
penduduk sekitar 26.002 jiwa yang terdiri dari 15 Desa dan kelurahan. Dengan 
batas wilayah sebagai berikut: 
 Batas Utara : Kecamatan Alla 
 Batas Timur : Kecamatan Baraka 
 Batas Selatan : Kecamatan Enrekang 
 Batas Barat : Kecamatan Masalle 
2. Kependudukan 
 Penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan suatu 
daerah ditandai dengan kemampuan penduduk dalam suatu wilayah untuk 
mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Gambaran tentang 
penduduk suatu wilayah akan dirinci berdasarkan jumlah penduduk, Jenis kelamin 





Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Kelurahan Kecamatan Anggeraja  
No Desa atau Kelurahan Jumlah Penduduk 
1 Tindalun 726 
2 Bampapuang 1.974 
3 Tanete 3.023 
4 Lakawan 3.586 
5 Singki 1.552 
6 Mataran 2.811 
7 Pekalobean 1.909 
8 Bubun Lamba 1.349 
9 Salu Dewata 956 
10 Mampu 1.464 
11 Batu Noni 2.690 
12 Saruran 1.009 
13 Tampo 984 
14 Mendatte 689 
15 Siambo 1.044 
 Total 26.002 jiwa 
Sumber: Kecamatan Anggeraja Dalam Angka 2020. 
Dari tabel. 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Anggeraja 






Jumlah Penduduk Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Kelamin 
Kecamatan Anggeraja  







1 Tindalun 341 385 726 
2 Bambapuang 943 1.028 1.971 
3 Tanete 1.524 1.520 3.044 
4 Lakawan 1.738 1.870 3.608 
5 Singki 807 740 1.547 
6 Mataran 1.432 1.408 2.840 
7 Pekalobean 972 934 1.906 
8 Bubun Lamba 659 706 1.365 
9 Saludewata 493 476 969 
10 Mampu 770 712 1.482 
11 Batu Noni 1.433 1.387 2.820 
12 Saruran 499 518 1.017 
13 Tampo 480 496 976 
14 Mandatte 331 358 689 
15 Siambo 563 479 1.042 
Total 12.985 13.017 26.002 




Dari tabel. 4.2 menunjukkan bahwa  dari Jumlah Penduduk di Kecamatan 
Anggeraja sebanyak 26.002 jiwa sebagian besar berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 13.017 dan selebihnya berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12.985. 
Tabel 4.3 




Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
0-4 1.318 1.316 2.634 
5-9 1.378 1.331 2.709 
10-14 1.407 1.322 2.729 
15-19 1.234 1.140 2.374 
20-24 882 772 1.654 
25-29 939 865 1.804 
30-34 912 879 1.791 
35-39 821 869 1.690 
40-44 846 770 1.616 
45-49 741 806 1.547 
50-54 625 671 1.269 
55-59 519 602 1.121 
60-64 398 489 887 
65+ 393 424 817 
Total 13.017 26.002 
  Sumber: Kecamatan Anggeraja Dalam Angka 2020. 
  Data yang ditampilkan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk yang berusia produktif yaitu pada usia 15-54 tahun sebanyak 13.745 




dari 55 tahun sebanyak 2.825 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan 
Anggeraja memiliki sumber daya manusia dalam hal ini, penduduknya sebagian 
besar berada pada kategori umur produktif sehingga sangat berpotensi untuk 
membangun wilayah tersebut. 
B. Penerapan  profit and loss sharing pada kerjasama pertanian bawang 
merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 
 Pertanian merupakan suatu pekerjaaan yang diperbolehkan dalam Islam 
sebab kerjasama pertanian dapat memberikan hasil dan manfaat yang besar.  
Kerjasama perjanjian pengolahan lahan pertanian biasanya dilakukan oleh 
masyarakat di pedesaan pada umumnya, hal tersebut dilatarbelakangi minimnya 
lapangan kerja serta keahlian lain selain menjadi seorang petani serta didukung 
oleh  lahan pertanian yang cukup luas. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan 
Anggeraja Kabupaten Enrekang 
Berbicara tentang sistem bagi hasil dan rugi utamanya antara pemilik lahan 
dan  penggarap dalam hal ini dilakukan oleh petani bawang merah. Dari penelitian 
yang dilakukan oleh penulis alur sistem penerapan profit and loss sharing pada 
kerjasama pertanian yang digunakan petani di kecamatan Anggeraja, menjelaskan 
sistematika perjanjian kerjasama serta penerapan bagi hasil profit and loss sharing 
berdasarkan untung dan rugi. 
1. Sistem Kerjasama Pertanian Bawang Merah 
Kecamatan Anggeraja merupakan salah satu wilayah di Kabupaten 
Enrekang yang terkenal dengan  pertaniannya. Oleh karena itu hampir sebagian 




tani bawang merah baik kerjasama pengolahan lahan ataupun sebagai buruh 
dalam pertanian bawang merah. Dalam Islam kerjasama pertanian sangat 
dianjurkan selain memberikan hasil yang besar juga dapat mempererat tali 
persaudaraan antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Pelaksanaan 
kerjasama pertanian bawang merah ini melibatkan dua pihak yaitu antara pemilik 
lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan adalah orang yang memiliki hak penuh 
terhadap tanah yang akan di kelola serta sebagai pemodal dalam kerjasama 
tersebut. 
 Adapun penggarap lahan adalah orang yang membantu pemilik lahan 
dalam pengolahan lahan pertaniannya, dalam hal ini si penggarap bertanggung 
jawab untuk penanaman, merawat tanaman sampai panen. Dengan kesepakatan 
imbalan bagi hasil. Kerjasama ini pada umumnya yaitu  pemilik lahan mencari 
orang yang di percaya dan sudah dikenal yang memiliki keahlian untuk usaha tani 
bawang merah. Setelah pemilik lahan mendatangi penggarap dan menawarkan 
kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil, jika penggarap setuju maka hal 
tersebut sudah dikatakan sebagai perjanjian menurut masyarakat di Kecamatan 
Anggeraja Kabupaten Enrekang. Adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan 
penggarap maka pada saat itulah penggarap mulai mengolah lahan dari si pemilik 
mulai dari penanaman, pemberian pupuk, perawatan  sampai pada panen.
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Perjanjian adalah suatu bentuk persetujuan tertulis dan lisan yang dibuat 
oleh kedua belah pihak atau lebih dimana kedua pihak tersebut sepakat akan 
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melakukan apa yang diperjanjikan itu.100 Hasil wawancara dengan Pak Syahrul 
selaku pemilik lahan mengatakan bahwa: 
“Perjanjian kerjasama pertanian dilakukan hanya secara lisan, tanpa 
adanya saksi, atas unsur saling percaya dan tolong menolong antara kedua 
pihak.
 






Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat pedesaan pada umumnya 
sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, perjanjian secara lisan sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat setempat karena mereka sudah saling percaya selain itu 
perjanjian secara tertulis dirasa canggung sehingga tidak melakukan secara tertulis 
namun hanya kata sepakat dimana dalam perjanjian dibahas mengenai hak dan 
kewajiban kedua belah pihak kemudian menyepakati presentase bagi hasil yang 
umumnya sudah digunakan oleh masyarakat setempat, adapun mengenai jangka 
waktu perjanjian tidak ditetapkan. Sebagain masyarakat tidak tahu bahwa 
perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian sudah diatur dalam undang-undang 
sehingga mereka hanya melakukan sesuai adat kebiasaan. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh pak Daen selaku penggarap lahan: 
 “Perjanjian dilakukan secara lisan dan telah disepakati presentase bagi 
hasil serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sedangkan mengenai 






Menurut Jumhur Ulama syarat-syarat melakukan kerjasama pertanian 
dalam bentuk akad muzara‟ah  salah satunya ialah, hal yang berkaitan dengan 
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hasil dari tanaman yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya 
(persentase ketika akad), hal yang berkaitan dengan waktu, dimana jangka waktu 




Pada umumnya presentase bagi hasil yang digunakan petani bawang 
merah di Kecamatan Anggeraja sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak 
yang sudah disepakati pada saat akad, adapun presentase yang umum digunakan, 
apabila pemilik lahan sekaligus memodali presentasenya 60% untuk pemilik lahan 
dan 40% untuk penggarap, namun jika lahan berasal dari penggarap maka 
presentasenya 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Mengenai 
jangka waktu perjanjian tidak ditentukan, Biasanya perjanjian akan berakhir jika 
setelah panen pemilik lahan meminta lahannya kembali, ataupun dari pihak 
penggarap sudah tidak kuat untuk menggarapnya kembali.  
Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil 
bahwa perjanjian bagi hasil harus di buat oleh pemilik dan penggarap secara 
tertulis dihadapan kepala desa dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing dari 
pemilik lahan dan penggarap.
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 Namun pada kenyataannya perjanjian kerjasama 
bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Anggeraja  hanya menggunakan bentuk 
lisan, perjanjian tersebut hanya pada kata sepakat antara pemilik dan penggarap. 
Dalam pasal 3 Undang-undang No 2 Tahun 1960 menghendaki perjanjian 
dilakukan secara tertulis dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum  dan 
menghindari konflik apabila terjadi sengkata dikemudian hari antara kedua belah 
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pihak, karena tidak adanya saksi dan bukti tertulis yang menyatakan bahwa antara 
pemilik lahan dengan penggarap telah melakukan perjanjian bagi hasil pertanian 
maka sengeketa yang mungkin akan terjadi tidak dapat diselesaikan secara 
hukum. 
Hasil wawancara dengan Pak Jufri Juma selaku kepala desa setempat 
mengenai sistem perjanjian kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan 
Anggeraja mengemukakan bahwa: 
“Pemilik lahan dan penggarap hanya melakukan perjanjian secara lisan 
tanpa saksi atas unsur kepercayaan dan tolong menolong antara kedua 
belah pihak, Adapun jika terjadi perselisihan hanya diselesaikan secara 
kekeluargaan tanpa melibatkan aparat desa setempat” 
 
Sistematika perjanjian kerjasama ini  dilakukan karena masih melekatnya 
prinsip kekeluargaan dikalangan masyarakat khususnya petani bawang merah di 
Kecamatan Anggeraja, sehingga perjanjian kerjasama didasari kepercayaan antara 
pemilik lahan dan penggarap. Selain itu pemahaman masyarakat bahwa 
lahan/tanah memiliki fungsi sosial yaitu unsur tolong menolong antar sesama. 
Disamping itu perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian memberikan hasil dan 
manfaat besar bagi kedua pihak salah satunya membantu petani yang kurang 
mampu dan masih mencari penghasilan tambahan untuk pemenuhan kebutuhan. 
Dalam firman Allah swt dalam QS Al-Maidah:5/2 : 
  َ َ َ َََ   َ ََ  ََ َََََ









Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan 




Ayat diatas menegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia 
agar saling membantu dan tolong menolong yang diwujudkan bukan hanya 
pemberian sesuatu tetapi  juga dalam bentuk pemberian lapangan pekerjaan 
kepada mereka.  
Kerjasama pertanian bawang merah ini dilakukan antara pihak pemilik 
lahan dengan penggarap, Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak 
yang melakukan kerjasama diperoleh suatu data perihal alasan yang mendasari 
kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah diantaranya: 
1. Pemilik lahan 
a. Menurut pak Syahrul selaku pemilik lahan sekaligus pemodal mengatakan 
bahwa alasan beliau melaksanakan kerjasama ini karena pertanian bawang 
merah merupakan tanaman jangka pendek dengan perputaran yang sangat 
cepat hanya kurang lebih 3 bulan, adapun alasan lainnya karena tidak 
mempunyai waktu untuk mengolah lahannya sendiri karena memiliki 
pekerjaan lain. 
b. Menurut bapak Nawar alasan melaksanakan kerjasama bagi hasil pertanian 
bawang merah karena menurutnya pertanian bawang merah memberikan 
keuntungan yang besar, selain itu saling membantu sesama yang mempunyai 
keahlian namun tidak memiliki modal.
106
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c. Menurut bapak Setiadi menyampaikan bahwa ia melakukan perjanjian 
kerjasama pertanian untuk memanfaatkan lahannya, sekaligus tolong 
menolong antar sesame yang tidak memiliki lahan. 
 
Selain beberapa pernyataan alasan yang disampaikan pemilik lahan di atas, 
para penggarap lahan bawang merah juga menyampaikan beberapa alasan 
melakukan kerjasama pertanian tersebut.  
2. Penggarap lahan 
a. Pak Daen menyampaikan pengolahan pertanian bawang merah di daerah duri 
merupakan pekerjaan yang menjanjikan dengan imbalan hasil yang cukup 
besar jika dirawat dengan sebaik-baiknya.
107
  
b. Pak Abdullah menyampaikan bahwa kerjasama pertanian bawang merah 
dilakukan karena lahan yang dimiliki tidak terlalu luas, lahan itu juga 
ditanami tanaman lain, Disamping itu beliau juga membutuhkan tambahan 
pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan.
108
  
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diperoleh dari 
data bahwa faktor ketidaktauan terhadap keberdaan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1960  mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil, yang mereka tahu 
perjanjian yang mereka terapkan dengan mengikuti kebiasaan setempat dan sudah 
dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau yang disebut hukum adat yaitu secara 
lisan, atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Walaupun sebenarnya perjanjian 
secara tertulis mempunyai tujuan untuk kebaikan antara pemilik lahan dan 
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penggarap, apabila ada salah satu pihak ingkar janji maka hal tersebut dapat 
diproses secara hukum untuk kerugian-kerugian yang akan ditanggung. 
Unsur kepercayaan juga mendasari kedua pihak melakukan kerjasama 
hanya secara lisan disini terlihat karena pemilik lahan memberikan kuasa 
sepenuhnya kepada penggarap untuk mengelola lahannya serta memberikan biaya 
selama kerjasama pertanian tersebut berlangsung sementara seperti yang kita 
ketahui bahwa biaya atau modal yang harus di keluarkan untuk usaha pertanian 
bawang merah cukup banyak.  
Sesuai uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa perjanjian 
kerjasama pertanian bawang merah yang dilakukan petani di Kecamatan 
Anggeraja dalam hukum Islam rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumhur 
ulama ayaitu adanya pemilik tanah, petani penggarap, objek atau manfaat, ijab 
dan qabul. Dalam hal ini adanya syarat ijab dan qabul dapat dilihat dari kata 
sepakat antara pemilik lahan dan penggarap sehingga dapat dikatakan bahwa 
perjanjian bagi hasil yang dilakukan petani di Kecamatan Anggeraja telah 
memenuhi syarat. Selain itu pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan 
mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsure saling rela dan tolong 
menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Namun mengenai jangka waktu 
dan berakhirnya perjanjian  tidak menyatakan apakah hanya satu kali panen atau 
dua kali atau yang lainnya. Proses berakhirnya perjanjian tergantung dari 
keinginan pemilik, keinginan penggarap. Menurut jumhur ulama syarat berkaitan 
dengan jangka waktu perjanjian harus jelas pada saat melakukan akad. Sehingga 




hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Anggeraja tidak sesuai dengan 
hukum Islam.  
3. Penerapan bagi hasil berdasarkan profit and loss sharing 
  Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi dan dialami oleh pihak yang 
melakukan perjanjian kerjasama terkadang memperoleh keuntungan yang 
memuaskan dan tidak sedikit pula yang mengalami kerugian. Dalam Islam sistem 
bagi hasil mengarahkan pada pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss 
sharing) yang proporsional dan jelas.
109
 Untuk besaran imbangan bagi hasil dalam 
hukum Islam disebutkan pada saat melakukan perjanjian, tetapi tidak menentukan 
jumlah tertentu dalam satuan berat/ton/karung dan lain sebagainya.
110
 Dalam 
hukum Islam Jumhur ulama menetapkan syarat dalam melakukan perjanjian 
kerjasama pertanian dalam bentuk perjanjian  ialah hal yang berkaitan dengan 
hasil dari tanaman yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya 




Hasil wawancara dengan Pak Setiadi mengenai penerapan profit and loss 
sharing yang digunakan: 
“Presentase bagi hasil disepakati pada awal melakukan perjanjian, 
Adapun presentase yang umum digunakan 60:40 jika pemilik lahan 
sekaligus pemodal, membiayai mulai dari bibit, sarana produksi,biaya 
pupuk, gaji buruh dll sedangkan penggarap bertanggung jawab untuk 
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merawat tanaman sampai panen. Adapun jika terjadi gagal panen kedua 
pihak sama-sama menanggung kerugian, dari pihak pemilik lahan 





Bagi hasil kerjasama pertanian bawang merah  di Kecamatan Anggeraja 
Kabupaten Enrekang dilakukan sesuai kebiasaan masayarakat setempat dan 
disepakati pada saat melakukan perjanjian, presentase yang digunakan sesuai 
dengan kontribusi antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Jika pihak pemilik 
lahan sekaligus pemodal. Sedangkan pihak penggarap bertanggung jawab atas 
penanaman dan perawatan sampai panen. Maka presentase yang umum digunakan 
ialah 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap. Adapun jika lahan dari 
penggarap maka presentasenya 50:50. Selanjutnya mengenai bibit biasanya 
pemilik modal memesan bibit dari Bima, Magelang atau menggunakan bibit 
sendiri. Bibit yang disiapkan disesuaikan dengan luas lahan yang akan di garap, 
semakin luas lahan otomatis akan dibutuhkan bibit dengan jumlah yang banyak. 
Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Syahrul selaku pemilik lahan : 
 
“Bagi hasil yang digunakan 60:40. Dengan luas lahan kurang lebih ¼ Ha 
membutuhkan bibit sebanyak 125 kg. menyiapkan modal kurang lebih 30 
juta. Lahan  luas ¼ Ha  itu bisa menghasilkan sekitar 3.700 kg bawang 
merah. Perhitungan bagi hasilnya, jika pasaran bawang merah 30rb/kg 
maka total hasil yang didapatkan sekitar Rp. 111.000.000  dari hasil 
tersebut sebelum dibagi akan dikeluarkan terlebih dahulu keseluruhan 
modal yang sudah digunakan jadi Rp. 111.000.000 – Rp.30.000.000= Rp. 
81.000.000 hasil bersih. Jadi Rp. 81.000.000 akan di bagi antara pemilik 
modal dengan penggarap karena presentase nya 60:40 maka pemilik 
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Seperti yang telah di paparkan pada bab sebelumnya mengenai 
perhitungan bagi hasil dimuat dalam Undang-undang No.2 Tahun 1960 Tentang 
Perjanjian Bagi hasil dijelaskan bahwa bagi hasil dilakukan setelah dikurangi 
modal. Hasil bersih yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus di 
pikul bersama seperti benih, pupuk,biaya tanaman, biaya panen dll.
114
 Dalam 
pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan petani bawang merah di Kecamatan 
Anggeraja dengan mengeluarkan hasil terlebih dahulu untuk biaya atau modal 
yang sudah digunakan setelah itu hasil akan dibagi dua antara pemilik lahan 
dengan penggarap sesuai dengan presentase yang telah disepakati pada saat 
melakukan perjanjian. Dalam hal modal untuk pertanian bawang merah tidak 
permanen, terutama biaya pestisida yang selalu mengalami perubahan harga 
sehingga perihal modal belum permanen karena mengikuti perkembangan 
tanaman bawang merah tersebut. 
Dalam pertanian kedua pihak dalam hal ini pemilik lahan dan 
penggarap lahan mengupayakan agar pertanian yang dilakukan dapat memberikan 
hasil dan keuntungan yang besar. Namun seperti yang kita ketahui bahwa 
melakukan perjanjian kerjasama terkadang memperoleh keuntungan yang 
memuaskan dan tidak sedikit pula yang mengalami kerugian diantaranya 
disebabkan karena factor hama. 
Hasil wawancara dengan Pak Daen selaku penggarap lahan 
mengemukakan bahwa: 
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“Jika terjadi gagal panen akibat serangan hama tinggi maka kerugian 
akan di tanggung kedua belah pihak dari pemilik lahan rugi materi 
sedangkan penggarap rugi dalam hal waktu dan tenaga, Namun dalam hal 
ini ada sebagian dari pemilik lahan memberikan sedikit uang makan 





Ada beberapa jenis hama yang biasa menyerang tanaman bawang merah 
diantaranya ulat graya ulat ini menyerang tanaman pada bagian daun, lalat 
penggorok yang juga menyerang daun tanaman ditandai dengan adanya bekas 
goresan seperti alur putih pada daun, Kutu yang dapat menghisal daun sehingga 
menyebabkan daun menjadi kecil.  
Serangan hama sebagai pemicu utama terjadinya gagal panen pertanian 
bawang merah. Kondisi kelembapan tanah dan udara memungkinkan hama dapat 
hidup dan berkembang dengan baik. Hama dapat menyerang bagian batang 
tanaman bawang merah dengan cara memotong sampai putus dan menyisakan 
pangkal  batangnya saja sehingga membuat tanaman menjadi kuning sehingga 
tanaman akan rebah dan mati. Pak Daen juga mengemukakan bahwa penggunaan 
pestisida secara intensif dan saluran irigasi yang baik dapat menekan 
perkembangan hama pada tanaman bawang merah. Sehingga pada saat hama 
mulai menyerang tanaman ada beberapa pemilik yang kemudian mengeluarkan 
kembali biaya besar untuk pembelian pestisida untuk segera mengatasi serangan 
hama, dalam hal ini adapula pemilik lahan yang enggan untuk merawatnya 
kembali karena untuk perawatan kembali harus mengeluarkan biaya yang besar. 
                                                             
115




Apabila dari perawatan kembali memberikan hasil walaupun sedikit maka 
hasilnya tetap akan dibagi sesuai presentase yang telah disepakati. 
Hasil wawancara dengan pak Jufri Juma selaku kepala desa setempat: 
“Kegagalan panen terjadi karena serangan hama tinggi,  dalam hal ini 
bukan disebabkan oleh si penggarap karena hama biasanya dipicu karena 





Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa bagi hasil 
perjanjian kerjasama pertanian bawang merah yang dilakukan petani di 
Kecamatan Anggeraja.  sudah sesuai dengan Undang undang No 2 tahun 1960 
tentang bagi hasil dimana bagi hasil merupakan hasil bersih yaitu hasil kotor 
setalah dikurangi modal atau biaya-biaya yang dikeluarkan selama penanaman 
bawang. Disamping itu penerapan bagi hasil yang dilakukan sesuai kontribusi 
antara pemilik lahan dengan penggarap dan di sepakati pada saat akad presentase 
bagi hasil yang diterapkan  merupakan adat kebiasaan setempat yang sudah 
berlaku turun temurun. Adapun jika terjadi gagal panen akibat dari serangan hama 
tinggi, maka kerugian akan di tanggung kedua belah pihak dari pemilik lahan rugi 
materi dan penggarap rugi waktu dan tenaga. Dalam hal ini apabila terjadi gagal 
panen itu tergantung dari pemilik lahan ada beberapa yang memberikan uang 
makan (assepenawa) kepada penggarap namun adapula yang tidak memberikan 
sama sekali, dari pihak penggarap juga tidak menuntut karena menurutnya tidak 
ada hasil yang diberikan.  
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Penerapan Profit and Loss Sharing kerjasama pertanian bawang merah di 
Kecamatan Anggerja Kabupaten Enrekang 
No Penerapan Penjelasan 
1 Sistem kerjasama 
pertanian 
Kerjasama pertanian dilakukan antara pemilik 
lahan dan penggarap, perjanjian dilakukan sesuai 
adat kebiasaan masyarakat setempat secara lisan 
atas unsur saling percaya dan tolong menolong 
antara kedua pihak. Dalam perjanjian dijelaskan 
mengenai hak dan kewajiban kedua pihak serta 
presentase bagi hasil. 
2 Profit and Loss 
Sharing 
a. Presentase bagi hasil sesuai kosntribusi kedua 
pihak. 
b. Perhitungan bagi hasil, Hasil bersih yaitu hasil 
kotor setelah dikurangi modal. 
c. Kerugian ditanggung kedua belah pihak.  
 
C. Penerapan profit and loss sharing dalam konsep Al-adl pada kerjasama 
pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 
Bagi hasil pertanian merupakan hal yang sangat penting dimana memiliki 
peranan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat petani. Salah satu 
bentuk keadilan yang ditekankan oleh Islam ialah keadilan sosial ekonomi dimana 




harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk merealisasikan keadilan dalam 
hidupnya.  
Berlaku adil terkait dengan hak dan kewajiban, keadilan biasa 
dimaknakan dengan memberikan hak kepada yang berhak (yu‟thi alhaqq 
haqqahu)atau meletakkan sesuatu pada tempatnya (wadhu assyai ala maudhi‟ihi). 
Menurut Syed Muhammad Naquib Al-attas secara bahasa keadilan pada umunya 
adalah tentang pengetahuan dan kemampuan untuk menempatkan yang betul dan 
wajar bagi suatu benda atau manusia, kebenaran yang menentang kesalahan, cara 
atau batasan dan kebenaran terhadap kepalsuan.
117
 
 Berdasarkan hasil penelitian  kerjasama pertanian dengan imbangan bagi 
hasil  yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Anggeraja ditetapkan atas 
persetujuan kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan karena sistem tersebut 
sudah dilakukan dari dulu dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat, 
disamping itu bagi hasil tersebut dilakukan karena keuntungan dan kerugian di 
tanggung bersama serta adanya kerjasama yang bersifat tolong menolong. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Sudarmin selaku pemilik lahan mengenai 
penerapan Al-adl dalam kerjasama pertanian yang dilakukan: 
“Pemilik lahan kewajibannya menyediakan lahan, menyiapkan modal 
sedangkan penggarap kewajibannya melakukan penanaman, 
penyemprotan dan perawatan tanaman bawang merah sampai panen Hak 
dari kedua pihak mendapatkan bagi hasil dari penjualan bawang merah. 
Bagi hasil yang dilakukan sesuai kontribusi yang di berikan masing-
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Seperti yang kita ketahui bahwa keadilan dalam kerjasama ialah berkaitan 
dengan hak dan kewajiban pihak yang melakukan kerjasama. Dalam hal hak dan 
kewajiban adapun kewajiban dari pihak penggarai ialah memberikan kembali 
lahan pemilik jika perjanjian telah selesai. 
Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Daen selaku penggarap 
mengenai penerapan Al-adl dalam kerjasama pertanian yang dilakukan:  
“Kerjasama yang saya lakukan sudah adil karena presentase bagi hasil 
yang disepakati sesuai dengan kontribusi saya. Adapun hak dan 
kewajiban kedua belah pihak di jelaskan pada saat melakukan perjanjian. 




Keadilan merupakan sebuah harapan yang dapat diarasakan bagi 
seluruh umat. konsep keadilan menyangkut tentang apa yang setimpal, seimbang 
dan benar benar sepadan. Asas keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi 
ekonomi. Dalam hal muamalah keadilan antara kedua pihak ialah menuntut untuk 
melakukan perjanjian dengan berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan 
keadaan, serta memenuhi semua hak dan kewajiban sesuai yang telah 
disepakati.
120
Mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama bagi hasil 
pertanian di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dijelaskan pada awal 
melakukan perjanjian.  
Kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya dan hak merupakan 
apa yang diperoleh setelah melakukan kewajibannya. Kedua belah pihak sudah 
mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan, adapaun kewajiban pemilik lahan 
ialah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk di tanami serta bersedia 
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memberikan modal, sedangkan kewajiban dari penggarap ialah melakukan 
penanaman, pemupukan, serta perawatan lainnya sampai pada panen dan 
mengembalikan lahan ketika perjanjian kerjasama telah selesai. Adapun hak yang 
diterima pemilik lahan dan penggarap ialah hasil panen. Seperti yang 
dikemukakan oleh Pak Abdulah selaku penggarap lahan: 
“Kewajiban dari penggarap ialah bertanggung jawab dalam mengelolah 
lahan pertanian sampai panen, Dalam hal ini tidak ada yang merasa 
dirugikan, pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelolah, 
sedangkan penggarap menerima tawaran dari pemilik atas kemauan 




 Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah yang 
dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap jika dilihat dari prinsip keadilan, 
menerapkan sebagaimana keadilan dalam muamalah yang menyangkut tentang 
hak dan kewajiban masing-masing pihak.   
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Jufri Juma selaku kepala Desa 
setempat tentang keadilan dalam kerjasama pertanian di Kecamatan Anggeraja : 
“Keadilan pada kerjasama bagi hasil pertanian di kecamatan anggeraja 
sudah diterapkan dilihat dari pelaksanannya dimana  kewajiban masing-
masing pihak sudah dilakukan disamping melakukan kewajiban maka 




Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam mengajarkan keadilan  
hampir dalam setiap aspek kehidupan keadilan dalam hak-hak manusia, keadilan 
dalam hukum, keadilan dalam keuangan dan keadilan dalam bermuamalah baik 
transaksi maupun kerjasama, keadilan dapat terwujud jika dilakukan atas dasar 
sama-sama rela artinya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan 
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sehingga dengan adanya penegakkan keadilan akan tercapai kesejahteraan antar 
kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.
123
 Dalam perjanjian kerjasama 
bagi hasil berbasis al adl yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan 
Anggeraja dengan menerapkan keadilan dalam bermuamalah dengan menjalankan 
kewajibannya sehingga memperoleh hak berapa hasil sesuai dengan presentase 
yang telah disepakati 
Dari penjelasan beberapa informan diatas mengenai profit and loss 
sharing berbasis al-adl dalam kerjasama pertanian bawang merah jika di kaitkan 
dengan konsep keadilan yang menyangkut apa yang setimpal, seimbang dan benar 
sepadan bagi setiap individu dalam hal ini tentang pelaksanaan kewajiban kedua 
pihak dan penerimaan hak setelah melakukan kewajiban sudah di rasa adil. 
Berdasarkan untung dan rugi diarasa sudah cukup adil, dimana presentase 
pembagian hasil tergantung kontribusi dari kedua belah pihak. Dalam hal ini juga 
tercipta asas keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima 
masing-masing pihak. 
Tabel 4.5 
Penerapan Profit and loss sharing berbasis al-adl Dalam Pertanian Bawang 
Merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 
No Al-Adl Penjelasan 
1 Kewajiban a. Kewajiban pemilik lahan ialah 
menyiapkan lahan serta 
menyediakan modal mulai dari 
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bibit,sarana produksi, biaya pestisida 
dan sejumlah biaya untuk perawatn 
tanaman sampai panen. 
b. Kewajiban penggarap lahan ialah 
melakukanpenanaman, 
penyemprotan, pemupukan dan 
perawatan tanaman sampai panen. 
c. Kewajiban penggarap ialah 
menyerahkan lahan pemilik jika 
perjanjian telah selesai. 
2 Hak  Hak adalah kuasa untuk menerima 
sesuatu yang memang semestinya 
diterima.  
a. Hak pemilik lahan ialah memperoleh 
lahannya kembali setelah perjanjian 
selesai. 
b. Memperoleh hasil dari bagi hasil 
panen sesuai presentase yang di 
sepakati. 
c. Hak penggarap ialah menerima hasil 
sesuai dengan presentase yang telah 
disepakati. 
(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020) 
D. Bagaimana penerapan profit and loss sharing dalam meningkatkan 
kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 
Enrekang. 
Kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja 
Kabupaten Enrekang yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap lahan 




keahlian serta adanya pekerjaan lain sehingga tidak dapat mengolah lahannya 
sendiri sehingga memberikan kepercayaan kepada orang lain yang memiliki 
keahlian serta waktu untuk menggarap lahannya.  
Kerjasama pertanian seperti ini dalam wilayah pedesaan memberikan 
dampak bagi kesejahteraan para petani. Kesejahteraan adalah suatu kepentingan 
yang tertuju pada pencapain kehidupan sejahtera bagi pribadi dan identitas 
kelompok.
124
  Kesejahteraan petani dapat diukur melalui beberapa indicator. 
Berdasarkan teori yang telah di paparkan pada bab 2 indikator untuk mengukur 
kesejahteraan petani meliputi: 
Tingkat pendapatan, Pendapatan adalah jumlah uang atau barang yang di 
terima atau di peroleh dari suatu aktivitas yang telah dilakukan.
125
  Pertanian 
merupakan sektor yang sangat berperan sebagai sumber penyerap tenaga kerja dan 
sumber utama pendapatan rumah tangga. Dimana pendapatan tersebut biasanya 
digunakan untuk konsumsi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lain yang 
bersifat material. Dari hasil wawancara dengan pak  Rahman selaku pemilik 
lahan: 
 “Adanya kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah memberikan 
manfaat besar bagi kedua pihak kesepakatan bagi hasil menjadi 
pendapatan keduanya. Walaupun harga bawang merah yang tidak tetap, 
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Pendapatan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu keluarga, 
sebab besar kecilnya pendapatan yang diterima akan mempengaruhi daya beli 
untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jika pendapatan yang diterima tinggi, 
maka kemampuan untuk memperoleh barang untuk mencukupi kebutuhan 
ekonomi keluarga terpenuhi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Abdullah 
selaku pemilik lahan: 
“Jika hasil produksi tinggi seimbang dengan tingginya harga bawang 
merah maka pendapatan yang akan diterima juga akan tinggi. Pendapatan 
yang diterima dari kerjasama digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 
konsumsi sampai pada biaya pendidikan”
127
 
Pendapatan sangat berpengaruh terhadap kehidupan petani, pendapatan 
merupakan suatu hal yang menentukan dalam pencapaian kebutuhan keluarga 
tani. Pendapatan yang dimaksud disini ialah pendapatan dari kerjasama bagi hasil 
pertanian. Dalam hal ini pendapatan petani akan tinggi jika hasil produksi bawang 
merah tinggi dan sejalan dengan harga bawang merah yang tinggi. Jika hasil yang 
diperoleh petani baik pemilik lahan ataupun penggarap semakin tinggi maka dapat 
meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Kesejahteraan petani dapat dilihat 
dari kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan baik untuk pendidikan, 
kesehatan,kebutuhan sehari-hari sampai pada kebutuhan tempat tinggal.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan perihal 
pendapatan yang di terima dari kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah 
dapat di simpulkan bahwa dengan adanya kerjasama tersebut memberikan 
pendapatan bagi para petani yang tidak memiliki lahan untuk di garap ataupun 
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bagi petani yang masih membutuhkan tambahan penghasilan. Hasil yang diterima 
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, kesehatan dan pemenuhan 
tempat tinggal yang layak. 
Tingkat pendidikan, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan 
secara sadar dalam pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar 
berkembang dan tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggungjawab, 
kreatif melalui berbagai macam kegiatan seperti penanaman nilai, budi pekerti, 
nilai agama, pembelajaran dan pelatihan nilai-nilai moral dan lain sebagainya.
128
 
Dari hasil wawancara dengan Pak Nawar selaku penggarap dalam kerjasama 
pertanian bawang merah. 
“Kerjasama pertanian dengan imbalan bagi hasil sangat membantu 
keluarga untuk biaya pendidikan. Walaupun tidak ada pembayaran uang 
sekolah di pedesaan namun kebutuhan untuk biaya-biaya pendidikan 
seperti pembelian buku,peralatan sekolah dan seragam sekolah, apalagi 
dengan kondisi sekarang ini adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan 
anak-anak sekolah belajar secara online dengan kebutuhan handpone dan 




 Pendidikan sebagai usaha pengembangan karakter dan penanaman nilai-
nilai agama serta pelatihan nilai-nilai moral, tingkat pendidikan dapat dijadikan 
sebagai indicator untuk mengetahui kesejahteraan keluarga tani, dimana semakin 
tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh semakinn tinggi kemampuan untuk 
terampil dan produktif, dengan keaktifan yang dimiliki lebih mempercepat 
peningkatan kesejahteraan keluarga tani. Sebagaimnaa yang diungkapkan oleh 
pak Sudarmin: 
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“Sebagian pendapatan yang diterima digunakan untuk biaya sekolah dan 
pembayaran TPA” 
 
Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan meliputi pendidikan formal, 
non formal dan informal dimana pendidikan formal adalah jenjang pendidikan 
yang terstruktur mulau dari Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah 
menengah keatas  sampai pada tingkat perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan 
non formal pendidikan diluar pendidikan formal yang meliputi pelatihan, 
kelompok belajar, lembaga kursus dan TPA sebagai wadah penanaman nilai-nilai 
agama seperti pelatihan membaca al-quran. 
 Hasil wawancara dengan pak  Abdullah selaku penggarap dalam 
kerjasama pertanian bawang merah menurut beliau bagi hasil dari kerjasama 
tersebut sangat membantu dalam hal biaya pendidikan anak-anaknya. 
“Pendidikan adalah sesuatu yang penting untuk kemajuan lebih baik bagi 
anak-anak. Saya hanya lulusan SMP dan keahlian hanya pada bidang 
pertanian, hal tersebut menjadi acuan saya agar dapat menyekolahkan 
anak-anak setinggi mungkin untuk memperoleh taraf hidup yang lebih 
baik. Adanya kerjasama bagi hasil seperti ini sangat membantu dalam hal 
biaya pendidikan anak-anak, sampai perguruan tinggi mulai dari 






Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, 
Dengan demikian pendidikan  menetukan sejahtera atau tidaknya seseoarang, 
dengan pendidikan tinggi maka orang tersebut memiliki keterampilan dan 
produktif untuk memperoleh pendapatan yang tinggi guna memenuhi kebutuhan 
untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam keluarga tani yang sebagian 
besar  orang tuanya hanya tamat sekolah dasar menjadi motivasi tersendiri bagi 
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orang tua untuk lebih memperhatikan tingkat pendidikan anak-anaknya. Pada 
wilayah pedesaan umunya factor ekonomi yang menyebabkan banyak anak-anak 
putus sekolah, factor ekonomi dalam hal ini ialah ketidakmampuan keluarga untuk 
membiayai segala kebutuhan selama menempuh pendidikan. Namun dengan 
adanya perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat khususnya 
petani bawang merah di kecamatan Anggeraja memberikan pendapatan dari hasil 
panen untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama bagi hasil pertanian bawang 
merah sangat membantu kedua pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil 
pertanian dimana dengan hasil yang diperoleh digunakan untuk biaya pendidikan 
anak-anak para petani. Baik untuk biaya pendidikan formal, non formal. Biaya 
pendidikan formal mulai dari pembelian alat dan seragam sekolah TK, SD, SMP, 
SMA bahkan sampai perguruan tinggi pembiayaan uang kuliah mulai dari uang 
semester dan uang kost. 
Kesehatan, keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial. Dengan 
keadaan sehat setiap orang akan hidup produktif. Kesehatan merupakan factor 
untuk memperoleh pendapatan dan pendidikan. Indikator kesehatan yang menjadi 
komponen sejahtera ialah meliputi ketersediaan pangan yang bergizi. Kerjasama  
bagi hasil pertanian mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat khususnya 
petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja . Sebagaimana yang diungkapkan 
oleh pak Daen dari segi tingkat  kesehatan dari kerjasama pertanian bawang 




“Dari hasil kerjasama pertanian untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan 
sudah cukup. Hasil yang dapatkan digunakan untuk pemenuhaan 
kebutuhan gizi seperti membeli sayur, lauk pauk yang bergizi.”
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Seperti yang kita ketahui bahwa ketersediaan pangan menjadi indicator 
kesehatan. Dalam hal ini kerjasama pertanian bagi hasil yang dilakukan petani 
bawang merah di Kecamatan Anggeraja meningkatkan kesehatan penggarap dan 
keluarga dimana hasil yang diperoleh sebagian dipegunakan untuk pemenuhan 
makan yang bergizi. Karena kesehatan sebagai suatu hal yang sangat penting 
tanpa kesehatan yang baik maka dalam hal ini akan sulit untuk melakukan 
aktivitasnya.  
 Hal itu juga diungkapkan oleh Pak Nawar selaku pemilik lahan : 
“Kesehatan merupakan hal penting menyangkut aktivitas yang akan 
dilakukan. Dengan adanya hasil dari kerjasama pertanian bisa digunakan 
untuk biaya pembelian obat-obatan baik untuk pribadi maupun keluarga, 
walaupun mempunyai kartu BPJS namun tidak menutup kemungkinan 
ada obat-obat dari luar puskesmas atau rumah sakit yang harus di tebus 




Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan 
bahwa dengan adanya kerjasama bagi hasil pertanian sangat membantu dalam hal 
peningkatakan kesehatan mulai dari kesehatan badan dengan terpenuhinya 
makanan bergizi sampai pada terpenuhinya biaya untuk pembelian obat-obatan. 
Dengan kesehatan yang dimiliki kedua belah pihak baik pemilik lahan dan 
penggarap dapat hidup produktif dalam hal ini bisa melaksanakan kerjasama bagi 
hasil pertanian untuk memperoleh pendapatan. 
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Tingkat Perumahan, Perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) 
perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai 
dinding, lantai dan atap yang baik. Dikatakan sejahtera dalam hal tingkat 
perumahan jika status kepemilikan tempat tinggal ialah milik pribadi. Berdasarkan 
hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan penulis jika dilihat dari indicator 
perumahan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Anggeraja sudah dikatakan 
sejahtera, walaupun ada beberapa dari masyarakat yang belum memiliki hak atas 
kepemilikan rumah. Akan tetapi sebagaian besar sudah memiliki hak atas 
kepemilikan rumah yang juga didukung oleh fasilitas seperti listirk dan air bersih. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Pak Nawar selaku Pemilik lahan :  
“Dari hasil kerjasama pertanian digunakan untuk pembiayaan 




Hasil wawancara dengan Pak Jufri Juma selaku kepala Desa setempat: 
“Kerjasama pertanian bawang merah itu untung nya sangat banyak jika 
mujur atau hasil produksi banyak sebanding dengan harga pasar bawang 
merah tinggi. Kadang jika hal demikian terjadi para petani baik pemilik 
lahan dan penggarap memperoleh hasil puluhan juta rupiah. Dari hasil 
yang diperoleh biasanya ada yang langsung merenovasi rumahnya yang 
sebelumnya rumah kayu menjadi rumah batu”.
134
S 
Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa adanya 
kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah yang dilakukan antara pemilik lahan 
dan penggarap lahan sangat membantu mereka dalam hal pemenuhan tempat 
tinggal. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk memperbaiki rumah serta 
membeli fasilitas rumah tangga yang mereka butuhkan. 
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Selain indikator kesejahteraaan secara umum, terdapat juga indikator 
kesejahteraan dalam Islam. Dimana Islam adalah agama yang menghendaki 
adanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh umatnya. Makna sejahtera 
sejalan dengan misi Islam yakni selamat, aman, damai dan sentosa. Kesejahteraan 
menurut Ekonomi Islam merupakan suatu pencapaian yang bukan hanya dari segi 
materi  namun juga hal yang bersifat non materi seperti terpenuhinya kebutuhan 
spiritual. Menerapkan nilai–nilai spiritual yang terkandung dalam prinsip syariah 
di sistem pertanian dan perekonomiannya bukan hal mustahil suatu kesejahteraan 
akan tercapai. Sebagaimana dalam firman Allah QS.Al-A‟raf: 2/96: 
ََ  َ َ َ   َ  َ  َ ََ  َ  َ
 َ َ   ََ َ      
Terjemahannya: 
Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah 
Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, 




Ayat diatas menjelaskan tentang balasan Allah swt dengan menjanjikan 
surge dan kehidupan yang layak di dunia bgai orang-orang yang taat kepadanya. 
Selain itu telah di contohkan  dalam kehidupan Rasulullahsaw yang menerapkan 
prinsip syariah dalam bertanai dan berekonomi. Dimana kesejahteraan dapat 
dirasakan akibat penerapan prinsip-prinsip syariah. 
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Kesejahteraan dalam prespektif Islam dapat tercapai jika setiap orang bisa 
memenuhi segala kebutuhan hidupnya, merasa aman, tentram sehingga dapat 
melakukan ibadah dengan khusyu di sela-sela kesibukannya. Masyarakat di 
Kecamatan Anggeraja ataupun para petani melakukan kerjasama bagi hasil tidak 
menjadikan kendala untuk menunaikan kewajibannya selaku ummat muslim 
melaksanakan  shalat lima waktu di tengah kesibukannya. Pada saat adzan sudah 
berkumandang mereka juga bersiap-siap  pulang kerumah untuk shalat sekaligus 
istrahat. Begitupun saat bulan ramadhan mereka tetap melaksanakan puasa, 
sedekah dan ibadah lainnya. Mereka tidak melupakan ibadah karena menurut 
mereka hanya kepada sang pencipta kita meminta pertolongan dalam hal ini 
kesehatan yang telah diberikan sehingga tetap kuat dalam melakukan kerjasama 
bawang merah. Dari hasil kerjasama pertanian bawang merah dapat digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.  
Dari penjelasan beberapa narasumber dapat di simpulkan bahwa dengan 
adanya kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah yang dilakukan petani di 
Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sangat membantu petani dalam hal 
pemenuhan kebutuhan hidup baik dari segi materi dan spritual. Hal itu di 
tunjukkan dengan adanya beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang telah 
memenuhi kriteria sejahtera. Meskipun peningkatkan pendapatan tersebut tidak 
signifikan namun dari beberapa informan mengatakan bahwa sudah merasakan 







Penerapan Profit and Loss Sharing Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
Petani Bawang Merah di Kecamatan Anggeraja. 




meningkatkan Pendidikan Pendidikan merupakan usaha untuk 
mengembangkan karakter baik dari 
segi penanaman nilai agama, budi 
pekerti, pembelajaran dan pelatihan 
moral dan lain sebagainya. Dalam 
penerapannya Kerjasama pertanian 
bawang merah yang dilakukan antara 
pemilik lahan dan penggarap sangat 
membantu: 
a. Biaya pendidikan formal mulai 
dari SD,SMP,SMA dan sampai 
perguruan tinggi. 
b. Biaya pendidikan non formal 
seperti pembayaran uang TPA. 
2 
Tingkat Kesehatan Keadaan sejahtera dari badan, jiwa 
dan sosial. Dengan keadaan sehat 
setiap orang akan hidup produktif.  





b. Pembelian obat-obatan 
3 
Tingkat Pendapatan Pendapatan merupakan jumlah uang 
yang di terima atau di peroleh 
seseorang dari suatu aktivitas yang 
telah dilakukan. Dalam penerapannya 
kerjasama bagi hasil yang dilakukan 
petani bawang merah di Kecamatan 
Anggeraja sangat membantu kedua 
belah pihak: 
a. Pendapatan digunakan untuk 
pemenuhan kebutuhan 
b. Biaya pendidikan 
c. Biaya kesehatan 
d. Pemenuhan tempat tinggal yang 
layak 
4 
Tingkat Perumahan Dikatakan sejahtera dalam hal tingkat 
perumahan jika status kepemilikan 
tempat tinggal ialah milik pribadi. 
Dalam penerapannya sebagian besar 
petani yang melakukan kerjasama 
pertanian bawang merah di 




yang diterima digunakan untuk 
renovasi rumah dan hampir seluruh 
petani memiliki status kepemilikan 




 (Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020)






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dalam penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil dan bagi rugi yang dilakukan petani di 
Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dilakukan sesuai kebiasaan 
setempat dengan perjanjian secara lisan atas unsur kepercayaan tanpa 
menetapkan jangka waktu perjanjian, mengenai presentase pembagian 
hasil telah disepakati pada saat akad. Perjanjian tersebut  dalam hukum 
Islam belum sepenuhnya sah. Karena  syarat sah melakukan perjanjian 
dalam bentuk akad muzara‟ah atau mukharabah dalam Islam salah 
satunya harus menetapkan mengenai  jangka waktu perjanjian pada saat 
akad agar tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua pihak yang 
melakukan kerjasama. Namun kerjasama tersebut mengandung prinsip 
muamalah yaitu adanya unsure saling rela dan merupakan adat kebiasaan 
setempat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist. Dan 
dilakukan atas dasar kesepakatan pihak pemilik lahan menyerahkan 
kepada pihak penggarap untuk melakukan penanaman bawang merah 
serta perawatan sampai pada panen. Di pandang dari persfektif Ekonomi 
Islam kerjasama pertanian yang dilakukan di Kecamatan Anggeraja 




Islam yaitu asas kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, 
asas saling tolong menolong.  
2. Perjanjian bagi hasil dan bagi rugi pertanian bawang merah di Kecamatan 
Angeraja Kabupaten Enrekang sudah memenuhi unsur keadilan. Hal ini 
bisa dilihat berdasarkan presentase pembagian hasil sesuai kontribusi 
masing pihak ada dua presentase imbangan bagi hasil yang digunakan 
petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja yaitu jika pemilik lahan 
sekaligus pemodal imbangan bagi hasil 60:40. Jika lahan di siapkan oleh 
penggarap maka imbangan bagi hasil 50:50. Adapun pembagian rugi itu 
ditanggung kedua belah pihak misalnya jika terjadi gagal panen 
keduanya tidak mendaptkan apa-apa sehingga bisa dikatakan sama-sama 
menanggung kerugian dari sisi pemilik lahan rugi materi, dari sisi 
penggarap rugi waktu dan tenaga. Disamping itu kedua pihak yang 
melakukan perjanjian sudah melakukan kewajiban masing-masing serta 
memperoleh hak dari apa yang telah diusahakan. Sehingga hal tersebut 
sudah di rasa adil.  
3. Kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 
dasar. Hasil kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja 
Kabupaten Enrekang telah memberikan banyak manfaat bagi 
kesejahteraan petani. Pendapatan yang dj peroleh dari bagi hasil 
pertanian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, 






Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka peneliti dalam hal ini memberikan saran dan masukan kepada 
petani khususnya yang melakukan kerjasama bagi hasil agar menggunakan tulisan 
meskipun hanya selembar kertas namun digunakan sebagai bukti ataupun saksi 
dalam melakukan kerjasama serta memperjelas semua rukun dan syarat kerjasama 
sesuai dengan syariat Islam untuk menghindari adanya perselisihan antara kedua 
belah pihak. Selain itu peneliti juga menyarankan supaya tidak ada diskriminasi 
terhadap penggarap ataupun sebaliknya terjadi manipulasi dalam hal biaya 
kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah harus dilandasi prinsip keadilan, 
kejujuran. Dan selalu mengutamakan  perspektif Islam di dalam setiap tindakan 
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 Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif memberikan pedoman 
hidup yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan manusia baik dalam 
bidang aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah dalam kegiatan ekonomi seperti 
melakukan sebuah perjanjian. Perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan 
prinsip syariah semestinya diterapkan secara utuh dan total dalam segala aspek 
kehidupan dan aktivitas transaksi antar umat. Salah satu bentuk perjanjian dalam 
Islam ialah perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian, Pertambahan jumlah 
penduduk di sangat mempengaruhi sektor lahan dimana jumlah lahan terus 
menyusut. Lahan-lahan yang awalnya sebagai lahan pertanian berubah menjadi 
area pemukiman. Hal tersebut mengakibatkan penguasaan lahan menurun dan 
petani yang tidak memiliki lahan meningkat.  
Untuk itu peneliti bertujuan meneliti penerapan profit and loss sharing 
berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di 
Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Berkaitan dengan kasus di atas 
peneliti membuat pertanyaan terkait dengan informan untuk menunjang hasil 
penelitian. 
Informan: Pemilik lahan 
1. Sudah berapa lama bapak melakukan kerjasama bagi hasil pertanian? 
2. Berapa luas lahan bawang merah yang bapak miliki? 





4. Apak bapak mengetahui  bahwa bagi hasil pertanian di atur dalam undang-
undang? 
5. Bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama yang bapak lakukan? 
6. Apa saja yang Bapak sepakati pada saat melakukan perjanjian? 
7. Apakah perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan di 
catatkan oleh kepala desa setempat? 
8. Siapakah yang menjual hasil panen? 
9. Bagaimana perhitungan bagi hasil yang bapak lakukan? 
10. Apakah setelah panen bapak mengeluarkan zakat pertaniannya? 
11. Apakah selama bapak melakukan perjanjian kerjasama pertanian pernah 
mengalami gagal panen? 
12. Apakah pada saat melakukan perjanjian bapak menyampaikan hal yang 
dapat mengakhiri perjanjian misalnya jika salah satu pihak meninggal 
dunia atau ada uzr lain yang menyebabkan perjanjian tersebut berkakhir? 
13. Bagaimana konsep keadilan menurut bapak dalam perjanjian kerjasama 
bagi hasil pertanian yang dilakukan? 
14. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan penggarap selama bapak 
melakukan perjanjian kerjasama pertanian, Jika pernah bagaimana 
penyelesaian perselisihan  tersebut? 
15. Apakah menurut bapak dengan adanya perjanjian kerjasama bagi hasil 




pemenuhan  biaya pendidikan, kesehatan,tingkat pendidikan, pemenuhan 
tempat tinggal? 
Informan: Penggarap lahan 
1. Sudah berapa lama bapak menjadi penggarap ? 
2. Apa yang menjadi alasan bapak melakukan kerjasama pertanian sebagai 
penggarap? 
3. Apakah bapak sudah mengetahui hak dan kewajiban bapak selaku 
penggarap? 
4. Apa saja yang disepakati pada saat melakukan perjanjian? 
5. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan pemilik lahan selama bapak 
melakukan kerjasama pertanian? 
6. Bagimana penentuan presentase bagi hasil yang bapak terapkan bersama 
pemilik lahan? 
7. Apakah bapak sudah merasa adil dari presentase bagi hasil yang 
diterapkan? 
8. Apakah selama bapak menggarap lahan pernah terjadi gagal panen? 
9. Apakah menurut bapak dengan adanya perjanjian kerjasama bagi hasil 







Informan: Kepala Desa 
1. Bagaimana potensi pertanian bawang merah di Desa Saludewata 
Kecamatan Anggeraja ? 
2. Apa saja yang mendorong masyarakat melakukan perjanjian kerjasama 
pertanian? 
3. Sejak kapan perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah 
dilakukan? 
4. Bagaimana pendapat bapak mengenai sistem perjanjian kerjasama yang 
dilakukan para petani bawang merah? 
5. Apakah pemenrintah setempat ikut berperan dalam penetapan bagi hasil 
yang digunakan para petani bawang merah? 
6. Menurut bapak apakah pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil 
pertanian sudah menerapkan prinsip keadilan? 
7. Apakah pernah ada pelaporan mengenai sengketa atau perselisihan antara 
kedua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama petanian? 
8. Menurut bapak apakah dengan adanya kerjasama pertanian dapat 













( Pak Jufri Juma, Kepala Desa Saludewata) 
 





(Pak Syahrul selaku pemilik lahan) 
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